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Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

Jimmi Adriani
NIM. 500895106
karetbundar@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci : Disiplin, Implementasi, Pegawai Negeri Sipil.

Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Berau diteliti karena terdapat perbedaan antara data hasil
wawancara dan fakta di lapangan dengan data pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Berau. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode kualitatif
dengan menggunakan variable Edwards III (komunikasi, sumber daya, disposisi,
dan struktur birokrasi). Penelitian ini membandingkan antara variable Edwards III
dengan hasil wawancara kepada informan. Informan yang dipilih adalah informan
yang benar-benar mengetahui dan terlibat langsung dengan fokus penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian
wawancara dan dokumentasi di lapangan berdasarkan rumusan masalah, fokus
penelitian dan indikator berdasarkan variabel Edwards III yang kemudian
diselaraskan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada objek
penelitian. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan
menggunakan model interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data laly
kemudian menarik kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa variabel
Edwards III yang masih belum dipenuhi dalam implementasi Peraturan
Pemerintah nomor 53 tabun 2010 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, yaitu :
a. Komunikasi ; 1) Belum pernah dilakukannya sosialisasi khusus. 2) Sistem

pengawasan dan pengendalian yang kurang sempurna dan kurang periodik.
Serta tidak tersedianya data tingkat kepatuhan terhadap PP 53 tahun 2010.

b. Sumber Daya ; 1) Tidak adanya pendanaan khusus untuk implementasi PP 53
tahun 2010. 2) Adanya ketidaksesuaian antara sanksi yang diberikan dengan
jenis pelanggaran.

¢. Disposisi ; Kurang adanya ketegasan tindakan dan ketegasan waktu.

d.Struktur Birokrasi ; Belum adanya SOP yang mengatur pelaksanaan PP 53 tahun
2010 dalam implementasinya.

Kesimpulan yang di dapatkan pada penelitian ini adalah implementasi PP
53 tahun 2010 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau belum berjalan optimal.
Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi ini terdapat pada seluruh
variabel Edwards III.
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Beberapa saran untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Berau : 1) hendaknya
implementasi PP 53 tahun 2010 direncanakan ulang melalui perencanaan strategis
dengan menggunakan pendekatan system dan menggunakan varabel Edwards III.
2) Diperlukan upaya movatif untuk implementasi PP 53 tahun 2010 misalnya
dengan membuat motto dan logo disiplin. 3) Segera mengadvokasi Kepala Daerah
untuk menyusun peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten berau. '
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Implementation of PP No. 53 year 2010 about civil servant’s discipline in
Health Departement of Berau District

Jimmi Adriani
NIM. 500895106
karetbundar@gmail.com

ABSTRACT

Keywords : discipline, Implementation, civil servant.

Implementation of PP No. 53 year 2010 on the Berau District Health
Department investigated because there are differences between the interview data
and facts with the data in Health Departement of Berau District. This research is
using qualitative methods by using variable of Edwards III (communication,
resources, disposition and bureaucratic structure). This study compares the
variable Edwards IIT to the interview to the informant. Informants selected was the
informant who really know and engage directly with a research focus.

This research was using interview research and documentation based on
the formulation of the problem, the focus of research and indicators based on
variables of Edwards III which is then synchronized with the questions addressed
to the object of research. Analysis of the data used in this research is to use
interactive model with the stages of data reduction, data presentation and then
conclusions and verification.

The resuits of this research indicate that there are still some variables
Edwards III, which still have not been met in the implementation of PP No. 53
year 2010 in Health Departement of Berau District.

a. Communication; 1) Never did a special socialization. 2) supervision and control
system were less than perfect and less periodically. And the unavailability of
the data rate of compliance with PP 53 year 2010,

b. Resource ; 1) The absence of specific funding for the implementation of PP 53
year 2010. 2) The existence of a discrepancy between the sanctions provided
with this type of offense.

¢, Disposition; Lack of decisiveness and firmness action time.

d. Bureaucratic structure; The absence of SOP for the implementation of PP 53
year 2010.

Kesimpulan yang di dapatkan pada penelitian ini adalah implementasi PP
53 tahun 2010 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau belum berjalan optimal.
Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi ini terdapat pada seluruh
variabel Edwards IIL

The conclusion on this research is the implementation of PP 53 year 2010
on the Health Departement of Berau District has not run optimally. The factors
supporting and hindering the implementation of all the variables is contained in
Edwards III.
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Some suggestions for Health Departement of Berau District are: 1) Should
be the implementation of PP 53 year 2010 is planned again through strategic
planning using a systems approach and using variables Edwards III. 2) Innovative
efforts are needed for the implementation of PP 53 year 2010, for example by
making the motto and logo of disciplines. 3) Immediately advocate Head of
regency for the Perbub on Discipline of Civil Servants in the District Government
of Berau.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas takdir-Nya Saya bisa
menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) ini dengan baik dan merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa
pascasarjana program studi Administrasi Publik Universitas Terbuka. Saya sendiri
mempunyai latar belakang ilmu eksakta yang kebetulan bekerja pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Berau dan ditempatkan pada Jabatan struktural yang
bersentuhan langsung dengan berbagai kebijakan termasuk di dalamnya kebijakan
tentang PP 53 tahun 2010 yang berisi tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Ketertarikan Saya kepada disiplin Pegawai Negeri Sipil mengantarkan Saya
kepada usaha untuk meneliti implementasi PP 53 tahun 2010 ini pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Berau tempat Saya bekerja.

Penulisan TAPM ini bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan tentang
gambaran implementasi PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Saya berharap hasil penelitian ini dapat
menjadi salah satu bahan pertimbangan dan alasan untuk perencanan kebijakan
lanjutan tentang peningkatan disiplin PNS yang masih sangat longgar.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan TAPM ini masih sangat
banyak kekurangan, masih banyak kesalahan dan kekhilafan yang mungkin ada
schingga Saya sebagai penulis berharap kepada pembaca untuk dapat memberikan
masukan dan koreksi kepada Penulis. Ucapan terimakasih yang sangat besar saya
ucapkan kepada dosen pembimbing satu Dr., Drs. D.B. Paranoan. M.Si dan dosen

pembimbing dua Dr. Lina Warlina, Dra., M.Ed yang telah mengarahkan dan
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6. Kepala UPBJJ-UT Samarinda Ibu DR. Meita Istianda, S.IP, M.Si.
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BABIV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Letak Geografis

Kabupaten Berau berada didaerah tropis dengan posisi geografis 10 LU-20
33 LS dan 1160 BT-1190 BT. Ketinggian di atas permukaan laut 5-55 m.
Topografi dan fisiografi, bentangan daratan Kabupaten Berau didominasi topografi
dengan selang ketinggian 101 m — 500 m (37,10%). Kemudian 23,20%
merupakan bentang daratan dengan selang ketinggian 26-100 m, sisanya terbagi
sebagai daerah dengan selang ketinggian 8-25 m (7,30%) dan 0-7 m (12,20%)
(http://www.beraukab.go.id).

Luas wilayah Kabupaten Berau adalah 34,127,02 km?2, terdiri dari daratan
seluas 22.030,81 Km2 dan laut seluas 12.299 88 Km2. Daratannya banyak berupa
gugusan perbukitan dengan Kecamatan Kelay sebagai pemilik bukit kapur terluas
dengan luas mencapai J00Km2. Sedangkan daerah pesisir yang kaya keindahan

- lautnya terdapz;.t di Kecamatan Biduk-Biduk, Talisayan, Pulau Derawan dan
Maratua (http://www.beraukab.go.id).

Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah Pintu Gerbang Pembangunan
di wilayah Propi'nsi Kalimantan Timur, yang terletak disebelah utara dari ibu kota
Propinsi Kalimantan Timur dan sekaligus merupakan wilayah daratan dan

pesisir/paniai yang kaya akan sumber daya alam. Jika ditinjau dar luas wilayah
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Kalimantan Timur, luas Kabupaten Berau adalah 13,92% dar luas wilayah
Kalimantan Timur, dengan persentase luas perairan 28,74%. Kondisi geografi dan
demografi merupakan dua faktor penting dan mendasar yang menentukan
keberhasilan pembangunan. Kondisi geografi akan memberikan gambaran tentang
ketersediaan sumber daya alam, mulai luas lahan, mineral beserta flora dan fauna
yang ada didalamnya. Kondisi demografi merupakan gambaran tentang
sumberdaya manusia batk ditinjau dari aspek kualitas maupun kuvantitasnya dalam

rangka mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan.

PETA ADMINIS TRAST KATUPATEN EXRAU FROVINS] KALBMANTAN TIMUR

" Py

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

Gambar 3. Peta wilayah Kabupaten Berau.
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2. Kondisi Topografi

Wilayah daratan terdiri dari gugusan bukit yang terdapat hampir
disemua kecamatan terutama Kecamatan Kelay yang mempunyai perbukitan batu
kapur yang luasnya hampir 100 km?.

Sementara di daerah Kecamatan Tabalar terdapat perbukitan yang
dikenal dengan Bukit Padai. Daerah pesisir Kabupaten Berau terletak di
Kecamatan Biduk-Biduk, Talisayan, Biatan, Tabalar, Pulau Derawan dan
Maratua yang secara geografis berbatasan langsung dengan lautan,

Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Maratua terkenal sebagai
daerah tujuan wisata yang memiliki pantai dan panorama yang sangat indah serta
mempunyai beberapa gugusan pulau. Pada Kecamatan Maratua terdapat Pulau
Kakaban yang terkenal dengan Danau Kakaban, Kecamatan Biduk-Biduk dengan
wisata Labuan Cermin dengan Air Dua Rasa. Secara administratif Kabupaten
Berau terbagi menjadi 13 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 100 Kampung. Wilayah
administratif Kabupaten Berau di bidang Kesehatan yang terdini dari 19
Puskesmas Induk. Dari 19 Puskesmas Indu'kltersebut ada 11 Puskesmas bertarap
Perawatan dan 8 Puskesmds yang Non Perawatan, terdapat 112 Puskesmas
Pembantu, 56 Poskesdes,' 1 Klinik Bersalin, 19 Puskesmas Keliling dan 240
Posyandu (Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, 2015).

Dalam pembagian wilayah pembangunan Kabupaten Berau memiliki 3

(tiga) wilayah yaitu:
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1. Wilayah Pantai yang meliputi Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan

Talisayan, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Pulau

Derawan, dan Kecamatan Pulau Maratua.

Kelay.

2. Wilayah Pedalaman yang meliputi Kecamatan Segah, dan Kecamatan

3. Wilayah Kota yang meliputi Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan

Gunung Tabur, Kecamatan Sambaliung, dan Kecamatan Teluk Bayur.

Tabel 2. Jumlah kelurahan/desa per Kecamatan.

JUMLAH
NO. KECAMATAN
DESA +
DESA KELURAHAN KELURAHAN

1 TANJUNG REDEB 0 6 6

2 GUNUNG TABUR 10 1 11

3 SAMBALIUNG 13 1 14

4 TELUK BAYUR 4 2 6

5 PULAU DERAWAN 5 0

6 MARATUA 4 0 4

7 TABALAR 6 0

8 BIATAN 8 0 8

9 TALISAYAN 10 0 10
10 BATU PUTIH 7 0 7
11 BIDUK-BIDUK 6 0
12 KELAY 14 0 14
13 SEGAH 13 0 13

JUMLAH (KAB/KOTA) 100 10 110

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.
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3. Demografi

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada suatu wilayah dapat
digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kecenderungan penyebaran
penduduk. Jumlah penduduk yang besar cenderung terdapat pada tempat-tempat
tertentu sehingga menyebabkan pola penyebaran bervariasi. Kepadatan
penduduk yang tinggi pada umumnya dapat dijumpai pada daerah-daerah yang
mempunyai aktifitas tinggi, adanya sarana transfortast yang memadai, dan
keadaan sosial ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya kepadatan penduduk yang
rendah pada nmumnya terdapat pada daerah-daerah dengan aktivitas ekonomi
yang relatif masih rendah dan keadaan sarana transportasinya masih sulit.

Kecamatan yang memiliki rata-rata jiwa/rumah tangga tertinggi adalah
Kecamatan Gunung Tabur dengan rata-rata jiwa/rumah tangga masing-masing
sekitar 5,50 jiwa dalam setiap rumah tangga. Kecamatan dengan kepadatan
penduduk yang terendah adalah Kecamatan Tanjung Redeb dengan rata-rata
jiwa/rumah tangga sekitar 2,89 jiwa dalam setiap rumah tangga (Dinak
Kesehatan Kabupaten Berau, 2015).

Pola persebaran penduduk Kabupaten Berau menurut luas wilayah
sangat timpang, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan
penduduk antar kecamatan yang mencolok, terutama antar kecamatan

pedalaman dengan kecamatan ibu kota kabupaten.
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Tabel 3. Jumlah penduduk per Kecamatan tahun 2015
NO. KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
1 TANJUNG REDEB 46,191 39,824 86,015
2 TELUK BAYUR 16,528 13,574 30,102
3 GUNUNG TABUR 13,203 10,701 23,504
4 SAMBALIUNG 21,409 17,827 39236
5 PULAU DERAWAN 6,231 5,651 11,882
6 MARATUA ‘ 1,942 1,852 3,794
7 TABALAR 3,964 3,399 7,363
8 BIATAN 4,299 3,621 7,920
9 TALISAYAN 7,993 6,725 14,718
10 BATU PUTIH 4,568 3,859 8,427
11 BIDUK-BIDUK 3,851 3,484 7,335
12 KELAY 3,425 2,852 6,277
13 SEGAH 7,383 5,802 13,275
JUMLAH 140,987 119,261 260,248

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

Kepadatan penduduk Kabupaten Berau secbesar 7,63 jiwa/km® dari jumlah
penduduk sebesar 260,248 jiwa. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar
seperti Kecamatan Kelay, Ke-camatan Segah dan Kecamatan Maratua memiliki
tingkat kepadatan penduduk yang jauh lebih kecil dari kepadatan kecamatan
lainnya, Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar seperti Kecamatan
Kelay sebesar 1,02 jiwa’km® dari 6,277 jiwa penduduk, Kecamatan Segah
sebesar 2,57 jiwa/km® dari 13,275 jiwa penduduk, dan Kecamatan Maratua

sebesar 0,92 jiwa/km® dari 3,794 jiwa penduduk, yang memiliki tingkat
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kepadatan yang jauh lebih kecil dari kepadatan kecamatan lainnya. Kepadatan
penduduk tertinggi berada di Kecamatan Tanjung Redeb sebanyak 3.620,16
jiwa/km®. Pola penyebaran penduduk Kabupaten Berau menurut Iuas wilayah
sangat tidak merata, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat
kepadatan penduduk antara kecamatan yang mencolok, terutama antara
Kecamatan Pedalaman dengan Kecamatan Tanjung Redeb sebagai Ibu Kota
Kabupaten Berau.

Tabel 4. Kepadatan penduduk per km? tahun 2015

LUAS KEPADATAN
NO. KECAMATAN WILAYAH P%Agx PENDUDUK
) per kn?
i TANJUNG REDEB 23.76 86,015 3,620.16
2 GUNUNG TABUR 1,987.00 23,905 12.03
3 SAMBALIUNG 2,403.90 39,235 16.32
4 TELUK BAYUR 175.70 30,102 171.33
5 PULAU DERAWAN 3,858.96 11,882 3.08
6 MARATUA 4,118.80 3,794 0.92
7 TABALAR 2,373.45 7,363 3.10
8 BIATAN 1,432.04 7,920 5.53
9 TALISAYAN 1,798.00 14,718 8,19
10 BATU PUTH 1,651.42 8,427 5.10
11 BIDUK-BIDUK 3,002.99 7,335 2.44
12 KELAY 6,134.60 6,277 1.02
13 SEGAH 5,166.40 13,275 2.57
JUMLAH (KAB/KOTA) 34,127.02 260,248 7.63

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Berau



43119.pdf

87

4. Pemerintahan
a. Pegawai Negeri Sipil Daerah
Jumlah PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah) di Kabupaten Berau
pada tahun 2016 seluruhnya adalah 5.727 orang Terlihat bahwa Jumlah
golongan III mendominasi rasio dari seluruh jumlah golongan (3061 orang).
Golongan II berada pada urutan kedua (1823 orang), golongan IV berada pada
urutan ketiga (682) orang dan yang terakhir adalah golongan I (161 orang).

Data-data tersebut dapat dilikat pada Tabel 5.

Tabel 5. Data PNS Kabupaten Berau Berdasarkan gender dan golongan.

GOLONGAN GENDER JUMLAH
PRIA WANITA
v 443 239 682
1 1614 1447 3061
11 1065 758 1823
I 136 25 161
JUMLAH 3258 2469 5727

Sumber : Hasil penelitian

Pada Tabel 6 terlihat bahwa jumlah PNSD Kabupaten Berau
berdasarkan jabatan struktural seluruhnya ada 894 orang. Terlihat bahwa
jumlah eselon IV mendominasi rasio jumlah seluruh eselon (671 orang). Jumlah
eselon IIT berada pada urutan kedua (183 orang) yang kemudian di urutan kedua

adalah eselon II (40 orang). Gambaran tersebut wajar adanya dikarenakan
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setiap struktur organisasi atau hierarki birokrasi selalu memiliki jumlah eselon

IV lebih banyak dibanding dengan eselon di atasnya,

Tabel 6. Data PNS kabupaten Berau berdasarkan Gender dan Eselon

ESELON GENDER JUMLAH
PRIA WANITA

I - - -
11 36 4 40
I 158 25 183
I\Y 497 174 671

vV - - -
JUMLAH 691 203 894

Sumber : Hasil penelitian
Tabel 7. Data PNS berdasarkan gender dan pendidikan
PENDIDIKAN GENDER JUMLAH
PRIA WANITA

S3 1 - 1
S2 102 64 166
S1 1.148 1.018 2.166
DIV 37 17 54
SM 3 1 4
D III 228 425 653
DI 158 203 361
DI 23 30 53
SLTA 1.371 682 2.053
SLTP 106 11 117
SD 81 18 99
JUMLAH 3.285 2.469 5.727

Sumber : Hasil penelitian

Pada Tabel 7 terlihat data PNS daerah Kabupaten Berau berdasarkan

gender dan pendidikan. Tingkat pendidikan PNS akan menunjukkan kualitas PNS
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karena tingkat pendidikan PNS merupakan salahsatu indicator profesionalitas yang
dapat dijadikan ukuran dalam kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Dari data terlihat bahwa 40% PNS memiliki tingkat pendidikan strata 1 ke atas.
Hal ini dapat dikatakan bahwa rat-rata tingkat pendidikan PNS masih cukup
rendah.

¢. Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
Pada tabel 8 terlihat bahwa jumlah keseluruhan PNS berdasarkan gender
dan golongan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau adalah 66 orang, Jumlah
PNS golongan III mendominas dari golongan II dan IV yang masing-masing
berjumlah 16 orang dan 3 orang. Jumlah Pria masih mendominaasi dari

keseluruhan jumlah PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

Tabel 8. Data PNS Kabupaten Berau Berdasarkan gender dan golongan.

GOLONGAN GENDER JUMLAH
PRIA WANITA
IV 3 - 3
I 28 19 47
I1 9 7 16
I - - -
JUMLAH ' 39 27 66

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
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Pada Tabel 9 terlihat bahwa jumlah PNS pada Dinas Keschatan
Kabupaten Berau berdasarkan jabatan struktural seluruhnya ada 21 orang.
Terlihat bahwa jumlah eselon IV mendominasi rasio jumlah seluruh eselon (21
orang). Jumlah eselon III berada pada urutan kedua (5 orang) yang kemudian di
urutan kedua adalah eselon II (1 orang). Gambaran tersebut wajar adanya
dikarenakan setiap struktur organisasi atau hierarki birokrasi selalu memiliki
jumlah eselon IV lebih banyak dibanding dengan eselon di atasnya.

Tabel 9. Data PNS kabupaten Berau berdasarkan Gender dan Eselon

ESELON GENDER JUMLAH
PRIA WANITA
1 - - -
1 1 - 1
I 5 -
IV 12 3 15
Vv - - -
JUMLAH 2]

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

Tabel 10. Data PNS berdasarkan gender dan pendidikan

PENDIDIKAN GENDER JUMLAH
PRIA WANITA

S3 - - -
S2 1 1 2
S1 14 14 28
DIV - 1 1
DI 8 7 15
DII

DI 2 - 2
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SPK 2 - 2
SLTA 12 4 16
SLTP - -
SD - -
JUMLAH 39 27 66

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Beraa

Pada Tabel 10 terlihat data PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
berdasarkan gender dan pendidikan. Tingkat pendidikan PNS akan
menunjukkan kualitas PNS karena tingkat pendidikan PNS dan merupakan
salah satu indikator profesionalitas yang dapat dijadikan ukuran dalam kualitas
layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dari data terlihat bahwa 42%
PNS memiliki tingkat pendidikan strata 1 ke bawah. Hal ini dapat dikatakan
bahwa rata-rata tingkat pendidikan PNS masih cukup rendah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Berau adalah salah satu lembaga teknis
daerah yang merupakan salah satu unsur pendukung tugas-tugas kepala daerah
di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Berau ini dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Berau.
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan
urusan ;llemerintahan di bidang keschatan dengan memimpin, merencanakan,
mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi
dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan
hubungan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya. Tugas ini

berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan.
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Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di
bidang kesehatan;

¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan;

d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

e. Pelaksanaan UPTD;

f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Kepala Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai

rincian tugas sebagai bertikut:

a. Merencanakan pembangunan di bidang kesehatan yang sejalan dengan
rencana dan strategi pembangunan Daerah.

b. Menggerakkan orgajnisasi Dinas sesuai dengan rencana dan strategi
pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan.

¢. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang
menjadi tanggung jawab Dinas.

d. Membina dan membagi tugas kepada bawahan untuk menciptakan kinerja

yang baik dalam organisasi.
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e. Mempelajari peraturan—peraturan yang berhubungan dengan kesehatan
serta Pemerintahan sebagai referensi pembuatan kebijakan,

f. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan
hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

g. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dan kegiatan Dinas sebagai pembinaan
karier serta penilain terhadap keberhasilan kegiatan.

h. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara
berjenjang

i. Membuat laporan kepada Bupati sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan
tugas.

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan kegiatan pada sekretariat dalam hal penyusunan program,
adminitrasi dan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai
pedoman kerja.

b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan

dengan penyusunan program, administrasi umum,




STRUKTUR ORGANISAST DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU

KEPALA DIHAS
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SEKRETARIS
KELOKPOX 1iIa
JABATAN FUNGSIONAL
e ————— [
KA. SU3 BAGTAN YA, SUB. GAGIAN KA. SU BAGIAN
PENVUSIHAN PROGRAM NN & KEPEGAYATAN XEUAYGAN..
Iva Iva a
%R, EIAY Tk BIDAG YA, EI0ANG Th, BIOANG |
SUMBER DAYA KESCHATAN PELAYANAN KESEHATAN KESEHATAN HASYARAKAT PEMBERNTASAM PENYAKIT & BPL
h — mh mh h
—_— L ]
YA, SEST YA, SERST i SEXSL YA, SEKST,
TENAGA, SARAKA & PEREITRAN EESEHATAN OASAR & RUIUKAN KESERATAN KELUARGA PENGERDALTAN
va - Iva ha & PERBERANTASAN PENYAKIT
Iva
TA, SEKSI T, SEKED KA, SEKSI T SEKSI
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Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
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kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai dasar dan pedoman
membuat keputusan.

. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup
sekretariat supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan.

. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk
terlaksananya peningkatan kinerja bawahan.

. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dinas dengan semua
bidang supaya didapat program kerja yang baik dan efektif dan mampu
mengakomodasi semua keperluan dan kegiatan Dinas.

Menyelenggarakan administrasi umum Dinas berupa pengaturan surat-
menyurat, penyusunan peranturan-peraturan dan ketatausahaan lainnya
agar dipenuhinya tertib adminstrasi.

. Menyelenggarakan koordinasi pengawasan dan pengendalian serta evaluasi
pelaksanaan pembangunan peternakan untuk mengetahui tingkat
keberhasilannya.

. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik
negara/pemerintah dan mengawasi pemakaiannya untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Menyelenggarakan administrasi keuangan Dinas untuk dicapainya tertib
admnistrasi keuangan dan pemakaian kewangan negara yang efektif dan

efisien.
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j. Membuat laporan kegiatan Sekretariat dan laporan kegiatan Dinas baik
bulanan maupun tahunan secara periodik sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas.

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Penjelasan lebih detail dapat dilihat pada Peratutan Bupati Berau Nomor 19 Tahun
2009 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Berau.

. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dalam rangka meningkatkan disiplin
PNS di lingkungannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010
(PP 53 tahun 2010) cukup sering melakukan sosialisasi pada saat apel pagi dan
pada saat pertemuan-pertemuan koordinasi pejabat-pejabat struktural. Dalam
sosialisasi ini dijelaskan beberapa hal utama yang terkandung di dalam PP 53
tahun 2010 berkaitan dengan jumlah tingkat absensi dan sanksi.

Upaya pengawasan dan pengendalian tingkat kehadiran pada Dinas
Keschatan Kabupaten Berau dilakukan dengan menggunakan absensi
konvensional yaitu menggunakan lembar absensi dan ditandatangani sebanyak 1
kali saja di waktu akan berlangsungnya apel pagi. Absensi finger print yang
pernah digunakan untuk memantau tingkat kehadiran pada pagi hari dan sore pada

saat pulang sudah tidak dapat digunakan lagi dikarenakan telah rusak.
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Apabila terjadi pelanggaran disiplin di lingkungan Dinas Kesehatan
Kabupaten Berau, penindakan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur
birokrasi yang ada. Jika terjadi di tingkat seksi, maka kepala seksi yang
bersangkutan akan memanggil oknum PNS yang melakukan pelanggaran untuk
dimintai keterangan dan pembinaan. Apabila pembinaan yang dilakukan tidak
berhasil maka proses akan dilanjutkan ke tingkat atas secara berjenjang.

PNS yang diberikan hukuman disiplin dikarenakan melanggar PP 53
tahun 2010 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau terlihat hanya diberikan
teguran tertulis saja sesuai dengan data yang diberikan kepada peneliti dari tahun

2013 sampai dengan 2016 (Tabel 11).

Tabel 11. Jenis dan Jumlah penjatuhan disiplin PNS di Dinas Kesehatan kabupaten

Berau

Neo Jenis Penjatuhan Hukuman Disiplin 2013 2014 2015 2016

o
-1

Teguran tertulis

Pemnyataan tidak puas secara tertulis

Penundaan kenaikan gaji berkala

Penurunan gaji sebesar satn kali kenaikan gaji berkala
Penundaan kenaikan pangkat

Penurnnan pan,

Pembebasan dari jabatan struktural

Pembebasan dari jabatan fungsional

Pemberhentian

Jumlah

Sumber : Hasil penelitian
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Dari Tabel 11 terlihat bahwa setiap tahun ada saja teguran tertulis yang

diberikan kepada PNS yang melanggar disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010
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dan sifatnya fluktuatif, tahun 2013 terdapat 17, tahun 2014 terdapat 9 orang, tahun
2015 terdapat 2 orang PNS yang diberikan teguran. Walau gambaran ini terlihat
cenderung menurun di setiap tahunnya, tetapi masih saja ada PNS yang berani

melanggar.

C. Hasil Penelitian Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.
1. Komunikasi

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan
adalah terjalinnya svatu komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan
dengan pelaksana kebijakan juga harus terjalin komunikasi yang baik antara
para pelaksana kebijakan. Komunikasi ini dimaksudkan agar para pelaksana
mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari
komunikator kepada komunikan. Komunikasi akan berhasil dengan baik
apabila pesan yang diterima dapat dimengerti dengan baitk. Komunikasi
merupakan sebuah konsep yang dapat dimaknai sebagai sebuah proses dimana
kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berfikir, merasakan
dan bertindak, di mana hal tersebut merupakan hal-hal yang sangat penting
dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Pada dasamya, komunikasi
memberikan kontribusi besar pada lingkungan pekerjaan atau organisasi yaitu

memberikan dasar atau fondasi kepada tiap individu pada organisasi dalam
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menciptakan partisipasi yang efektif. Selain itu, melalui komunikasi
memungkinkan lingkungan organisasi yang kondusif.

Komunikasi merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus
dan berkesinambungan dalam mewujudkan implementasi PP 53 tahun 2010
tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Komunikasi yang dilakukan secara terus
menerus dan berkesinambungan ini dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai
serta serta pengetahuan aparatur yang merata tentang PP 53 tahun 2010
tersebut.

Komunikator sangat berperan dalam strategi komunikasi. Strategi
komunikasi haruslah luwes sehingga komunikator dapat segera mengadakan
perubahan apabila ada suatu faktor yang mempengaruhi komunikasi. Faktor-
faktor yang berpengaruh bisa terdapat pada komponen media atau komponen
komunikan, sehingga tujuan yang dibarapkan tidak tercapai.

Komuntkator mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan
sikap, pendapat dan tingkah laku komunikasi melalui mekanisme daya tarik jika
pihak komunikan merasa bahwa komunikator ikut dengannya. Dalam hal ini
pelaksana kebijakan harus memberi kenyamanan kepada seluruh aparatur agar
implementasi kebijakan berjalan lancar.

Komunikasi pada implementasi PP 53 tahun 2010 ini dimaksudkan
untuk memudahkan aparatur dalam memahami dan melaksanakan substansi
dari pp 53 tahun 2010 tersebut. Komunikasi ini menggambarkan proses yang

menghubungkan unsur-unsur yang ada dalam komunikasi itu sendiri. Dalam
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komunikasi ini sebagai penentu keberhasilan komunikasi adalah semua unsur
yang terdapat dalam komunikasi.

Tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi implementasi
kebijakan yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Dengan komunikasi yang
baik diharapkan aparatur mengerti nilai-nilai dalam proses komunikasi.
Komunikasi kebijakan adalah proses yang terjadi dalam suatu kebijakan yang
bertujuan untuk meningkatkan tingkat implementasi kebijakan tersebut.
Aparatur bertugas mengkomunikasikan kebijakan dengan baik agar obyek
komunikasi memahami dengan baik tentang materi yang dikomunikasikan.
Proses komunikasi akan berjalan dengan lancar apabila pesan-pesan yang
disampaikan oleh aparatur saling mendukung satu sama lain dan tidak
bertentangan.

Transformasi informasi dalam rangka implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Berau akan dapat menghasilkan tingkat
implementasi yang baik apabila penyampaian informasi tersebut sesuai
dengan sasaran secara tepat dan jelas dengan konsistensi yang tetap dan
media yang tepat dan jelas.

Transformasi informasi yang terdapat dalam bentuk sosialisasi pada
upaya implementasi PP 53 tahun 2010 ini dapat dilakukan baik secara
perseorangan maupun kepada seluruh kelompok aparatur dalam acara-acara

tertentu, seperti pertemuan-pertemuan resmi, apel pagi dan apel gabungan.
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Proses penyampaian informasi Kebijakan ini dilakukan oleh Kepala Dinas

Kesehatan, Kepala Bidang, dan kepala seksi dalam pertemuan-pertemuan

yang mereka pimpin,

Berau;

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

..."Sosialisasi tentang PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil ini sering saya sampaikan pada acara-acara atau
pertemuan resmi pada Dinas Kesehatan. Pada saat apel pagi pun Saya
sering menyampaikannya. Pada saat apel gabugan Bapak Bupati atau
Setda yang memimpin apel sangat sering menyampaikan tentang
disiplin yang berkaitan dengan isi dari PP 53 tahun 2010 ini dengan
cukup jelas dan mudah untuk difahami. Tetapi memang sosialisasi ini
saya rasakan masih kurang.

Menurut saya ada ketidak merataan pengetahuan tentang substansi
PP 53 tahun 2010 ini sehingga menimbulkan keberagaman dalam
implementasinya di lapangan.

Apabila terdapat pelanggaran disiplin maka yang bersangkutan akan
dipanggil untuk klarifikasi dan dimintai keterangan sechingga
masalahnya menjadi jelas.

Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan PP 53 tahun 2010
dilakukan dengan absensi tanda tangan pada pagi hari sebelum apel
pagi dan dengan meminta konfirmasi kepala dari tiap-tiap bidang dan
bagian. Sistem pengawasan dan pengendalian yang semacam ini
dirasakan masih kurang sempurna.

Pada setiap pelanggaran disiplin dilakukan pemanggilan dan
pembinaan kepada yang bersangkutan secara begjenjang”.

Pendapat lain disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan

Kabupaten Berau:

... "Sostialisasi tentang disiplin Pegawai negeri Sipil yang terkandung
dalam PP 53 tahun 2010 telah disampaikan dalam beberapa
kesempatan, diantaranya pada apel pagi, pertemuan-pertemuan
kedinasan, maupun disampaikan secara langsung kepada para Kepala
Bidang, Kepala Seksi dan staf lainnya. Penyampaian ini stfatnya
lisan dan tulisan, tulisan pernah disampaiakan dalam bentuk CD yang
di bagikan kepada tiap Bidang untuk dapat dipelajari dan
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disosialisasikan agar dapat diimplementasikan”. Memang saya rasa
sosialisasi pp 53 tahun 2010 int masih kurang. Kurangnya sosialisasi
ini menyebabkan pemahaman aparatur yang bervariasi.

Apabila terdapat pelanggaran disiplin, maka oknum yang
bersangkutan kami panggil! untuk dimintai keterangan untuk
menjelaskan masalahnya.

Sistem pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan
menggunakan absensi tandatangan pada setiap pagi. Memang saya
sadari sistem pengawasan dan pengendalian kami masih lemah.

Saya melihat, bahwa tidak semua PNS memahami PP 53 tahun 2010
ini dengan benar”.

Tanggapan dari Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas
Kesehatan Kabupaten Berau mengenai implementasi PP 53 tahun 2010
meyatakan bahwa:

...”bahwa sosialisasi yang sifatnya khusus untuk membahas masalah
PP 53 tahun 2010 pernah dilakukan beberapa kali yang diikutkan
dengan beberapa pertemuan kedinasan yang dilaksanakan pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Berau, selain itu pernah juga dibagikan bahan
tentang PP 53 Tahun 2010 ini dalam bentuk CD ke tiap-tiap bidang
sebagai bahan untuk sosialisasi.

Mengenai kejelasan tentang sosialisasi PP 53 tahun 2010 menurut
saya memang masih banyak kekurangan.

Beberapa teman-teman mempunyai asumsi yang berbeda-beda
mengenai substansi dari PP 53 tahun 2010 ini.

Setiap ada pelanggaran kita selalu memanggil oknum yang
bersangkutan dan dijalin komunikasi secara langsung untuk dimintai
keterangan mengenai masalahnya. Pembinaan selalu dilakukan untuk
memperbaiki disiplin yang buruk.

Sistem pengawasan dan pengendalian yang ada yaitu absensi di pagi
hari sebelum apel pagi, hanya itu, dan memang kami masih banyak
kekurangan”.

Dari ketiga hasil wawancara tersebut, terdapat kesamaan substansi
bahwa sosialisasi PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau telah dilakukan secara rutin baik
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secara formil pada acara-acara pertemuan resmi dan kedinasan maupun acara
informal seperti koordinasi rutin antar bidang dan koordinasi lainnya.

Kepada Bidang Pelayanan Kesehatan, menanggapi tentang
implementasi PP 53 tahun 2010 ini dan mengatakan bahwa:

...”Saya belum pernah mengetahui adanya Sosialisasi secara khusus
PP 53 Tahun 2010 ini, kalau dalam beberapa kesempatan apel pagi
ada sosialisasi ini memang ada beberapa kali, hal itu menyangkut
kedisiplinan aparatur untuk tetap mengikuti apel pagi setiap hari.
Saya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan selalu memanggil
staf Saya yang melanggar disiplin untuk dimintai keterangan
mengenai keadaan yang sebenarnya tentang pelanggarannya dan
selalu kita bina untuk ke arah yang lebih baik secara berjenjang.
Komunikasi langsung dan intens selalu kita bina kepada oknum PNS
yang melanggar disiplin.

Kalau saya lihat, sistem pengawasan dan pengendalian yang kita
gunakan adalah absensi tandatangan seperti biasa yang tentu saja
masih banyak kekurangan,

Masalah-masalah  pelanggaran yang timbul menurut saya
salahsatunya disebabkan oleh tingkat pemahaman tentang PP 53
tahun 2010 ini tidak merata”.

Pendapat Kepala Bidang Pelayanan Kesehehatan sejalan dengan
Pendapat Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatanan:

... ’setahu Saya belum pernah ada sosialisasi PP 53 tahun 2010 secara
khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, memang PP 53
tahun 2010 ini sering dibicarakan pada saat apel pagi dan beberapa
pertemuan resmi kedinasan sebagai himbauan untuk terus
digalakkan.

Tingkat pemahaman tentang PP 53 tahun 2010 ini tidak sama antara
staf yang satu dengan yang lainnya.

Secara berjenjang kita akan panggil dan berkomunikasi secara
langsung kepada oknum PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
sehingga masalahnya jelas. Pembinaan tentu saja dilakukan secara
berjenjang pula.

Sistem pengawasan dan pengendalian yang ada masih menggunakan
absensi tandatangan biasa dan Saya rasa masih sangat kurang”.
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Kepala Bidang Keschata Masyarakat menjelaskan tentang sosialisasi
PP 53 tahun 2010 dan beberapa hal lainnya:

... ’sosialisasi PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Belum pernah
diadakan secara khusus, kecuali sedikit disinggung pada saat apel
pagi dan apel gabungan.

Saya lihat, tidak semua staf memahami dengan benar isi dari PP 53
tahun 2010 ini, dan ini adalah sebuah masalah.

Komunikasi akan kita jalin secara langsung kepada pihak yang
melakukan pelanggaran disiplin agar jelas masalahnya, demikian
juga dengan pembinaan kepada pihak yang melanggar disiplin kita
akan terus awasi secara intensif dan berjenjang.

Sistem pengawasan dan pengendalian saya lihat memang masih
sangat lemah dan perlu diperbaiki™.

Hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan mengemukakan bahwa:

...”saya belum pernah tahu adanya sosialisasi PP 53 tahun 2010 ini
secara khusus, yang saya tahu penyampaiannya hanya dilakukan pada
saat apel pagi dan beberapa pertemuan resmi kedinasan di lingkungan
Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dan secara informal pada saat
koordinasi rutin.

Memang pemahaman tentang isi PP 53 tahun 2010 ini saya lihat
tidak semuanya memahami dengan benar.

Pelanggaran disiplin yang dilakukan staf saya akan langsung saya
panggil dan dimintai keterangan berkaitan dengan masalahnya.
Komunikasi ini saya jalin secara langsung kepada yang bersangkutan.
Pengawasan dan pengendalian disiplin pada Dinas Kesehatan ini saya
kira perlu perbaikan dam sistem konvensional menggunakan
tandatangan manual ke sistem modern menggunakan sidik jari”.

Staf pada bagian Umum dan Kepegawaian menuturkan bahwa:

...”" sosialisasi PP 53 tahun 2010 secara khusus pernah dilakukan
pada Dinas Keschatan Kabupaten Berau satu kali sebagai acara
ikutan pada pertemuan Evaluasi program yang diadakan pada tahun
2011.
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Menurut saya sosialisasi yang dilakukan kurang efektif dikarenakan
sosialisasi tersebut menggunakan metode ceramah biasa tanpa adanya
studi kasus dan forum diskusi.

Saya mendengar beberapa teman-teman ada yang tidak faham dan
ada yang faham tentang substansi dari PP 53 tahun 2010 tentang
disiplin PNS tersebut.

Beberapa teman-teman yang melanggar disiplin ada yang langsung
dipanggil dan ada yang tidak dipanggil untuk dimintai keterangan.
Sistem pengawasan dan pengendalian disiplin hanya menggunakan
absensi tandatangan sebelum apel pagi ™.

Wawancara kepada staff pada Bidang Sumber Daya Keschatan
tentang sosialisasi PP 53 tahun 2010 ini menjelaskana hal yang hampir sama
dengan staf bagian umum dan kepegawaian:

...”" bentuk sosialisasi PP 53 tahun 2010 dilakukan secara lisan saja
melalui Apel pagi dan apel gabungan serta pada pertemuan-
pertemuan kedinasan lintas program pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Berau.

Memang ada pemahaman yang tidak merata tentang PP 53 tahun
2010 di kalangan teman-teman staf.

Banyak terjadi pelanggaran disiplin, tetapi ada beberapa yang
dipanggil untuk dimintai keterangan sampai dengan surat peringatan.
Sistem pengawasan dan pengendalian displin PNS harus diperbaiki
karena hanya menggunakan tandatangan pada waktu sebelum apel

b } 4

pagi”.

Staf pada Bidang Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa:

...” saya belum permnah mengetahui adanya sostalisasi PP 53 tahun
2010 ini secara khusus, penyampaian tentang substansi PP 53 tahun
2010 ini secara umum sering disampaikan pada apel pagi dan apel
gabungan serfa pertemuan-pertemuan lintas program.

Hendaknya sosialisasi dilakukan lebih efisien sehingga pemahaman
aparatur lebih merata.

Apabila terdapat pelanggaran disiplin oleh teman-teman staf di sini,
maka, beberapa dari mereka akan dipanggil untuk dimintai
keterangan dan pembinaan. Dan ada yang sampai diberikan surat
peringatan,
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Pengawasan dan pengendalian kedisiplinan hanya dengan
menggunakan absensi tandatangan seperti biasa, tetapi hal ini
menurut saya sudah cukup apabila di-efektifkan yang sementara ini
belum terjadi.”.

Penuturan pada Bagian Umum dan Kepegawaian yang disampaikan
pada saat wawancara adalah sebagai berikut:

... sepengetahuan Saya sosialisasi PP 53 tahun 2010 secara khusus
belum pernzah ada selama ini, yang Saya tahu beberapa kali melalui
apel pagi hal tentang disiplin yang termaktub dalam PP 53 tahun
2010 tersebut disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Ada fenomena ketidakfahaman tentang PP 53 tahun 2010 ini pada
beberapa PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau,

Banyak terjadi pelanggaran disiplin dan ada beberapa yang dipanggil
untuk dimintai keterangan terkait dengan pelanggaran disiplin
tersebut sampai dengan surat teguran hingga pembinaan. Pengawasan
dan pengendalian disiplin PNS saya kira masih sangat kurang, salah
satunya adalah absensi dengan menggunakan tandatangan pada saat
sebelum apel pagi™.

Staf pada bidang Sumber Daya Kesehatan mengemukakan hal-hal
yang kurang lebih sama dengan hal-hal yang telah di sampaikan sebelumnya,
bahwa:

...”Sosialisasi PP 53 tahun 2010 secara khusus belum pernah
dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau tetapi
penyampaian secara lisan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pada
setiap apel pagi dan apel gabungan hampir selalu dilakukan.
Beberapa pertemuan lintas program pada acara akhir diselipkan
materi tentang PP 53 tahun 2010 tersebut untuk dipresentasikan.
Banyak pelanggaran disiplin yang dilakukan tetapi ada beberapa
yang dipanggil untuk dimintai keterangan sampai dengan surat
teguran dan pembinaan.

Saya sendiri belum tahu pasti substansi PP 53 tahun 2010 tersebut
dan saya kira perlu sosialisasi ulang secara menyeluruh.

Bentuk pengawasan dan pengendalian disiplin saya kira masih periu
diperbaiki, terutama tentang absensi yang mengpgunakan tandatangan
yang sangat mudah dipalsukan”
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Jika melihat pendapat-pendapat hasil wawancara tersebut, terlihat
bahwa sosialisasi yang dilakukan kebanyakan hanya bersifat himbauan-
himbauan secara lisan pada saat apel pagi, apel gabungan dan pada saat acara
rapat lintas program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau sebagai acara
ikutan yang diselipkan pada akhir agenda rapat. Belum pernah ada sosialisasi
khusus secara resmi yang membahas tentang PP 53 tahun 2010 tentang
disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan, kecuali dengan menggunakan
media CD yang di dalamnya terdapat file tentang PP 53 tahun 2010.
Transformasi informasi dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Berau akan dapat mengbasilkan tingkat implementasi
yang baik apabila penyampaian informasi tersebut menggunakan metode dan
sasaran secara tepat dan jelas dengan konsistensi yang tetap dan media yang
tepat dan jelas.

Transformasi informasi yang terdapat pada sosialisasi dalam upaya
implementasi PP 53 tahun 2010 ini dilakukan baik secara perseorangan
maupun kepada seluruh kelompok aparatur dalam acara-acara tertentu, seperti
pertemuan-pertemuan resmi, apel pagi dan apel gabungan. Proses
penyampaian informasi Kebijakan ini dilakukan oleh Kepala Dinas
Kesehatan, Sekretaris, serta Kepala Bidang, dalam pertemuan-pertemuan yang

mereka pimpin.
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Dalam mentransmisikan perintab-perintah  implementasi ada
beberapa hambatan yang akan ditemukan. Pertama, pertentangan pendapat
antara pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan.
Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hirarki birokrasi dan ketiga,
penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang
selektif dan ketidakmampuan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-
persyaratan suatu kebijakan.

Hambatan-hambatan terhadap transmisi terhadap suatu perintah
implementasi seperti yang telah di tuliskan tersebut selalu akan menjadi
hambatan yang akan selalu ada dalam proses transmisi implementasi
kebijakan apapun, termasuk kebijakan Peraturan Pemerintah tahun 2010 ini.
Kemampuan untuk mengatasi setiap hambatan yang ada secara teoritis
menurut Erdwads III (dalam Winamo, 2002: 126) akan menyebabkan
kebijakan yang ada terimplentasi dengan baik.

Hambatan pertama yang merupakan pertentangan pendapat antar
pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan adalah
hambatan yang umum dan selalu ada dalam setiap penetapan kebijakan.
Dalam setiap penetapan kebijakan tentu saja ada pihak-pihak yang tidak
sependapat dengan pengambil kebijakan dalam beberapa segi dari isi dalam
sebuah kebijakan. Pada tingkatan Dinas Kesehatan Kabupaten, seperti yang
ada di Kabupaten Berau, dari level kepala Dinas kesehatan sampai dengan staf

adalah komunikator dan sekaligus komunikan. Pendapat yang berbeda antara
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pengambil kebijakan dan pelaksana (komunikator dan komunikan) tentu saja
akan mengganggu proses transmisi pesan sehingga implementasi kebijakan
tidak akan maksimal hasilnya. Kebijakan yang diturunkan ke bawah adalah
suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh para komunikator dan komunikan
walaupun tidak semua komunikator dan komunikan sependapat dengan isi
dari kebijakan tersebut (PP 53 tahun 2010).

Hambatan kedua yaitu informasi tentang PP 53 tahun 2010 tentang
disiplin Pegawai Negeri Sipil akan melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi.
Hal ini dikarenakan implementasi PP 53 tahun 2010 ini sudah seharusnya
melewati struktur birokrasi yang berlapis-lapis dikarenakan organisasi
pemerintahan memiliki struktur birokrasi yang bertingkat-tingkat. Tentu saja
informasi yang berasal langsung dari level atas akan lebih lengkap dibanding
informasi yang berasal dari level yang lebih rendah. Demikian juga halnya
dengan PP 53 tahun 2010 ini. Akan lebih baik jika informasi tersebut
langsung disosialisasikan langsung dari level atas yang membidangi tentang
disiplin sesuai dengan PP‘ 53 tahun 2010 tersebut, dengan menggunakan
metode sosialisasi ymé khusus membahas tentang PP 53 tahun 2010 dan
segala jenis studi kasusnya, dengan media yang tepat dan sasaran yang tepat.
Surat edaran yang berisi himbauan dan instruksi tentang PP 53 tahun 2010 ini
sangat diperlukan secara periodik agar aparatur yang melaksanakan dapat
selalu teringat untuk melaksanakannya. Membuat sebuah “Motto” disiplin

yang ditempel pada sudut-sudut tertentu akan selalu mengingatkan aparatur
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untuk berlaku disiplin. Inovasi sangat diperlukan dalam membangun
komitmen tentang disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010.

Hambatan ketiga yaitu penangkapan informasi dan komunikasi
tentang PP 53 tahun 2010 ini dihambat oleh persepsi selektif dan
ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu
kebijakan, Kadang-kadang para pelaksana mengabaikan apa yang sudah jelas
dan mencoba-coba menduga-duga makna komunikasi yang “sebenarnya”,
Oleh karena itu dalam implementasi PP 53 tahun 2010 ini diperiukan
sosialisasi yang khusus sehingga kejelasan petunjuk teknis pelaksanaann PP
53 tahun 2010 ini benar-benar dapat diaplikasi oleh para aparatur secara
merata. Dengan demikian sosialisasi tidaklah hanya sekedar himbauan-
himbauan secara lisan untuk diikuti, tetapi harus menggunakan himbauan-
himbavan tertulis yang berupa instruksi dan sosialisasi untuk sebuah
implementasi kebijakan haruslah inovatif sehingga komunikan atau aparatur
dapat mengerti dan mengikuti instruksi yang dimaksud.

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan
tidak membingungkan. Penyampaian informasi dengan jelas, dapat dimengerti
dan dipahami oleh aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Berau merupakan
faktor yang bisa menentukan keberhasilan dalam implementasi Peraturan
Pemerintah nomor 53 tahun 2010 ini. Oleh karena itu penyampaian sosialisasi
kebijakan PP 53 tahun 2010 tidak cukup hanya dengan penyampaian secara

lisan dari orang per orang, pada setiap apel dan sebagai agenda tambahan pada
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beberapa pertemuan pada Dinas Kesehatan Kabuipaten Berau, tetapi
sosialisasi ini haruslah disediakan waktu khusus secara periodik agar
kejelasan informasi dalam implementasi PP 53 tahun 2010 pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Berau dapat maksimal dan terjaga kualitasnya.

Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang
diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima
dan dipahami oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan
tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada
pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu
program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaiakan
berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya
interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan
awal. Namun demikian ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan tidak
selalu menghalangi implementasi. Pada tataran tertentu, para pelaksana
membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Ada enam faktor
yang rnendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi menurut Edwards III
(dalam Winarno, 2005: 149-160). Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas
kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok
masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan,
masalah-masalah  dalam memulai kebijakan baru, menghindari

pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan.
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Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang tata cara
pelaksanaan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin dan hal-hal lain yang
berkaitan dengan disiplin PNS yang wajib diinformasikan secara terbuka
kepada segenap PNS yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Agar
mudah untuk dipahami, diketahui dan dimengerti oleh seluruh aparatur.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga harus konsisten atau
tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, jangan sampai kebijakan PP
53 tahun 2010 yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam
pelaksanaannya atau malah melanggar kebijakan yang lainnya. Konsistensi
yang dimaksud di sini adalah dengan terns menerus secara periodik
diadakannya perbaikan dalam pengoprasionalan atau pengimplementasian PP
53 tahun 2010 tersebut. Dengan diadakannya perbaikan yang terus menerus
maka kemungkinan distorsi informasi akan lebih kecil dan bertambah kecil.

Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka
perintah-perintah pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas.
Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana
kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut
bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana
menjalankan tugasnya dengan baik. Disisi lain, perintah-perintah
implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana
mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsitkan dan

mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat
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pada keetidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat
longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanak tujuan-
tujuan kebijakan.

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau informasi tentang PP 53
tahun 2010 selalu divlang-ulang dalam setiap apel pagi, apel gabungan, dan
pertemuan-pertemuan kedinasan lintas program. Pengulangan-pengulangan
informasi ini baik adanya untuk menghindari distorsi informasi dan kemudian
memperkecilnya. Tetapi pengulangan-pengulangan yang dilakukan secara
terus menerus bukaniah berarti sebuah perbaikan yang dilakukan. Untuk
melakukan perbaikan yang dilakukan secara terus menerus haruslah dengan
berdasar pada adanya atau tersedianya data tingkat kepatuhan PNS pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Berau, dengan demikian Dinas Kesehatan Kabupaten
Berau harus melaksanakan studi tentang tingkat kepatuhan terhadap PP 53
secara berkala. Dengan metode sosialisasi yang baik dan terencana yang
dilakukan secara periodik akan lebih menjamin konsistensi informasi tentang
PP 53 tahun 2010 lebih baik. Metode yang baik yaitu dengan menyediakan
waktu khusus untuk sosialisasi PP 53 tahun 2010 sehingga konsistensi
informasi dapat terjamin. Perencenaan yang diikuti dengan penyediaan
anggaran yang cukup akan menjamin implementasi PP 53 tahun 2010 dengan

baik.
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2. Sumber Daya

Dalam implementasi PP 53 tahun 2010, sumber daya memiliki
peranan yang cukup penting. Perintah-perintah dalam implementasi kebijakan
tersebut mungkin dapat diteruskan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila
pelaksana kebijakan mempunyai kekurangan sumber daya untuk dapat
melaksanakan kebijakan tersebut, maka implementasi PP 53 tahun 2010 pun
akan kurang maksimal.

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap
sumberdaya atau dengan kata lain efektifitas kebijakan-kebijakan yang
dilaksanakan tidak akan berjalan secara baik ketika tidak didukung oleh
potensi-potensi sumber daya yang tidak tersedia. Menurut Edwards ITI dalam
Agustino (2006), sumber daya merupakan hal panting dalam implementasi
kebijakan yang baik. Sumber-sumber yang penting tersebut meliputi staf yang
memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas
mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk
menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-
pelayanan publik .

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau menyatakan bahwa:

... ’Sumber daya yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

sudah cukup untuk memfasilitasi implementasi PP 53 tahun 2010, .

eselonisasi pada tiap bagian, bidang dan sub bidang telah lengkap

terisi dan bekerja dengan baik.

PP 53 tahun 2010 disosialisasikan oleh setiap pejabat eselon yang

menjabat di bidangnya mempunyai latar belakang pendidikan sesuai
disiplin ilmunya serta cukup kompeten dibidangnya.
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Sosialisasi secara khusus unfuk saat ini belum dapat terlaksana
*dikarenakan anggaran khusus untuk PP 53 tahun 2010 ini belum ada.
Pada beberapa PNS yang dibina pada Dinas Kesehatan cukup
menunjukkan tingkat disiplin yang baik, tetapi ada juga yang masih
belum sesuai harapan.

Menurut saya level manajemen atas cukup mendukung implementasi
PP 53 tahun 2010 ini, selanjutnya tanggungjawab itu diserahkan
kepada kita untuk mengimplementasikannya.

Anggaran khusus untuk implementasi PP 53 tahun 2010 ini belum
pernah ada pada DPA Dinas Kesehatan.

Mengenai informasi atau data tingkat kepatuhan terhadap PP 53
tahun 2010 belum pernah dibuat.

Sanksi yang kami berikan untuk oknum PNS yang melanggar
disiplin sudah sesuai dengan yang ada pada PP 53 tahun 2010, untuk
sangsi yang lebih berat kita akan berkoordinasi ke BKPP”.

Pendapat lain disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan
Kabupaten Berau:

... ada beberapa oknum PNS yang dibina pada Dinas Kesehatan,
beberapa diantaranya menunjukkan perubahan ke arah yang lebih
baik, sisanya masih diusahakan untuk tetap dibina.

Petugas yang mensosialisasikan PP 53 tahun 2010 ini adalah pejabat-
pejabat eselon I, IIT dan IV di lingkungan Dinas Kesehatan
kabupaten berau, dan semua posisi itu telah terisi. Saya kira mereka
semua kompeten di bidangnya kalau hanya untuk tingkatan
sosialisasi.

Untuk sostalisasi yang khusus mengenai PP 53 tahun 2010, Dinas
Kesehatan belum dapat melaksanakannya dikarenakan Anggaran
khusus untuk sosialisasi PP 53 tahun 2010 ini belum dianggarkan.
Kepala Dinas Kesehatan sangat mendukung implementasi PP 53 ini
karena itu beliau selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu
disiplin dalam bekerja.

Sampai saat ini belum tersedia data tingkat kepatuhan terhadap PP 53
tahun 2010 ini, mungkin kedepannya kita akan fikirkan.

Sanksi yang diberikan kepada PNS yang melanggar disiplin sejauh
ini cukup sesuai dengan apa yang terkandung dalam PP 53 tahun
2010, tapi mohon maaf ada beberapa yang terlewatkan®.
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Tanggapan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan cukup

sejalan dengan dengan Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas

Kesehatan Kabupaten Berau:

bahwa:

... seluruh eselonisasi dari eseleon II, III, dan IV pada dinas
kesehatan ini telah terisi dengan baik dan kinerja mereka juga cukup
baik untuk mensosialisasikan PP 53 tahun 2010. Saya kira semua
pejabat eselon yang bertugas mensosialisasikan PP 53 ini cukup
kompeten dibidangnya. Implementasi yang selalu diupayakan oleh
para pejabat eselon di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
cukup mendapat dukungan dari Kepala dinas.

Untuk sosisalisasi secara khusus kita belum pemah mengadakan,
tetapi kita pernah membagikan CD yang berisi file tentang PP 53
tahun 2010 ke tiap bidang.

Anggaran untuk implementasi PP 53 tahun 2010 ini belum pemah
ada di Dinas Kesehatan,

Memang telah ada beberapa PNS yang dibina karena tingkat
kedisiplinannya yang masih kurang, beberapa diantaranya bisa
menjadi lebih baik, dan sisanya masih kita upayakan.

Untuk data tingkat kepatuhan PNS terhadap PP 53 tahun 2010 ini
kami belum memilikinya.

Dan sanksi yang diberikan kepada para oknum PNS yang melanggar
disiplin sudah sesuai dengan yang tertuang pada PP 53 tahun 2010
tentang disiplin PNS”.

Wawancara Kepada Bidang Pelayanan Keschatan menyampaikan

... sebenarnya pembinaan yang dilakukan kepada PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin cukup bagus, tetapi harus dibuat
mekanisme pembinannya, mungkin semacam SOP schingga jelas
tatacara pembinannya. Pada beberapa kasus memang berhasil, tetapi
saya liat ada yang tidak berhasil dan bias menjadi tambah parah.
Sosialisasi secara khusus dalam bentuk pertemuan khusus ntuk PP 53
tahun 2010 ini sepengetahuan saya belum pernah ada.

Eselonisasi di Dinas Kesehatan sepertinya sudah terisi semua, dan
semua teman-teman kepala bidang selalu mendengungkan masalah
PP 53 ini apabila ada staf nya yang bermasalah dengan disiplin. Saya
kira semua kepala bidang sudah cukup kompeten dalam
mensosialisasikan PP 53 tahun 2010 ini.
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Kita ketahui bersama bahwa setiap program seharusnya ada anggaran
yang mendukung, demikian juga dengan PP 53 tahun 2010 ini.

Data tingkat kepatuhan PNS kepada PP 53 tahun 2010 belum pernah
ada pada SKPD kita.

Untuk sanksi memang perlu dikaji ulang, apakah sudah sesuai
dengan PP 53 tahun 2010 karena saya lihat tidak sesuai antara fakta
dan data”.

Pendapat Kepala Bidang Pelayanan Kesehehatan sejalan dengan
Pendapat Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatanan:

... ’setahu Saya belum pernah ada sosialisasi PP 53 tahun 2010 secara
khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, memang PP 53
tahun 2010 ini sering dibicarakan pada saat apel pagi dan beberapa
pertemuan resmi kedinasan sebagai himbauan untuk terus
digalakkan.

Saya kira tugas untuk mensosialisasikan bisa dibebankan kepada para
kepala bidang dan kepala seksi selain kepala Dinas Kesehatan. Para
eselon Ii, III dan IV yang menjabat di sini sudah cukup kompeten
untuk tingkatan sosialisasi, dan semuanya sudah terisi. '
Memang ada beberapa PNS yang sedang dalam pembinaan saat ini,
hasilnya cukup bagus, ada diantaranya yang menjadi disiplin, tetapi
ada juga yang tidak berubah.

Perhatian dari Kepala Dinas cukup tinggi dalam disiplin ini, karena
di setiap apel agi beliau selalu mengingatkan.

Anggaran khusus untuk implementasi PP 53 tahun 2010 setahu saya
belum pernah ada di DPA.

Untuk informasi tentang data tingkat kepatuhan PNS terhadap PP 53
tahun 2010 di Dinas Kesehatan belum pernah ada.

Sanksi yang diberikan saya liat cukup sesuai dengan apa yang
terkandung dalam PP 53 tersebut, tetapi ada beberapa oknum atau
kasus yang masih terlewatkan”.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat menjelaskan tentang
implementasi PP 53 tahun 2010 dan beberapa hal lainnya yang cukup sejalan

dengan pendapat-pendapat sebelumnya:

...”sosialisasi PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau belum pernah diadakan
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secara khusus, kecuali sedikit disinggung pada saat apel pagi dan apel
gabungan.

Menurut saya sebagian tugas untuk mensosialisasikan PP 53 tahun
2010 ini bisa dibebankan kepada para kepala bidang dan kepala seksi
selain kepala Dinas Kesehatan. Eselon II, III dan IV yang mencoba
mengimplementasikan PP 53 ini cukup cakap dalam bidangnya dan
semua jabatan telah terisi.

Beberapa PNS yang sedang dalam pembinaan saat ini, hasilnya
cukup bagus,diantaranya ada yang bisa berubah, ada yang tidak.
Kepala Dinas Kesehatan cukup mendukung dalam implementasi PP
53 ini.

Menurut saya aggaran khusus untuk PP 53 ini seharusnya diadakan,
tetapi sampai saat ini belum ada.

Data tingkat kepatuhan terhadap PP 53 belum pemah dibuat di Dinas
Kesehatan,

Menurut saya sanksi yang diberikan cukup sesuai dengan apa yang
ada pada PP 53 tahun 2010 pada beberapa kasus, beberapa kasus
lainnya saya kira perlu dikaji ulang”

Hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan mengemukakan bahwa:

.”saya belum pemah tahu adanya sosialisasi PP 53 tahun 2010 ini
secara khusus, yang saya tahu penyampaiannya hanya dilakukan pada
saat apel pagi dan beberapa pertemuan resmi kedinasan di lingkungan
Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dan secara informal pada saat
koordinasi rutin.

Eselon I, III, dan IV pada Dinas Kesehatan ini telah terisi
seluruhnya, jadi menurut saya tidak ada alasan untuk belum
mengimplementasikan PP 53 tahun 2010 ini. Setiap pejabat eselon
yang menjabat pada pada Dinas Kesehatan ini saya pikir cukup
kompeten dalam mensosialisasikan PP 53 tahun 2010 ini.

Memang saya lihat ada beberapa PNS yang dibina untuk menjadi
lebih baik, ada yang berhasil dibina ada yang tidak, tetapi tanpa
keteladanan PNS yang dibina akan gagal dalam pembinaan.

Saya melihat Kepala Dinas Kesehatan cukup mendukung peng-
implementasian PP 53 ini.

Anggaran khusus PP 53 tahun 2010 memang diperlukan dalam
beberapa kasus, tetapi selama ini belum pernah ada.

Belum pernah ada data tingkat kepatuhan PP 53 tahun 2010 pada
Dinas Kesehatan.
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Menurut saya sanksi yang diberikan belum cukup sesuai dengan apa
yang ada pada PP 53 tahun 2010 pada beberapa kasus, sehingga perlu
dicermati kembali”.

Staff pada bagian Umum dan Kepegawaian menuturkan bahwa:

... ’sosialisasi PP 53 tahun 2010 secara khusus pernah dilakukan pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Berau satu kali sebagai acara ikutan
pada pertemuan Evaluasi program yang diadakan pada tahun 2011.
Seluruh level eselonisasi pada Dinas Kesehatan telah terisi sesuai
dengan kompetensinya masing-masing, menurut saya kompetensi
mereka cukup untuk mengimplementasikan PP 53 tahun 2010.
Pembinaan yang dilakukan kepada PNS yang bermasalah kurang
efektif dikarenakan belum ada mekanisme pembinaan yang jelas
sehingga walaupun dibina tingkat keberhasilannya masih rendah.
Kepala Dinas Keschatan beserta jajarannya cukup mendukung
implementasi PP 53 ini.

Sepengetahuan saya belum pernah ada anggaran khusus untuk PP 53
ini, dan menurut saya anggaran itu sangat diperlukan pada setiap
program, termasuk implementasi PP 53 ini.

Belum pernah ada yang mencoba menghitung tingkat kepatuhan
terhadap PP 53 ini.

Sanksi yang diberikan harus dikaji ulang agar disesuaikan dengan
tingkat kesalahan yang dilakukan”.

Hasil wawancara kepada staff pada Bidang Sumber Daya Kesehatan
tentang sosialisasi PP 53 tahun 2010 ini mengatakan bahwa:

... "bentuk sosialisasi PP 53 tahun 2010 dilakukan secara lisan saja
melalui apel pagi dan apel gabungan serta pada pertemuan-pertemuan
kedinasan lintas program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.
Seluruh posisi pejabat eselon pada Dinas kesehatan tidak ada yang
kosong. Keadaan ini sangat membantu implementasi PP 53 karena
pejabat-pejabat tersebut cukup kompeten dalam
mengimplementasikan PP 53 tahun 2010.

Mekanisme pembinaan PNS yang bermasalah perlu diperbaiki karena
sepengetahuan saya pembinaan tersebut kurang berhasil.

Sudah pasti Kepala Dinas Keschatan beserta jajarannya mendukung
implementasi PP 53 tahun 2010 ini, masalahnya adalah seberapa
besar tingkat iplementasinya.
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Anggaran sangat diperlukan dalam implementasi ini, tetapi belum
pernah dianggarkan sebelumnya.

Tingkat kepatuhan terhadap PP 53 ini belum pernah dihitung sampai
saat ini.

Saya kira perlu ketegasan dalam menjatuhkan sanksi yang
disesuaikan dengan PP 53 yang selama ini kurang sesuai”.

Staff pada Bidang Keschatan Masyarakat menyatakan hal yang
kurang lebih sama dengan pendapat-pendapat sebelumnya bahwa:

... saya belum pemah mengetahui adanya sosialisasi PP 53 tahun
2010 ini secara khusus, penyampaian tentang substansi PP 53 tahun
2010 ini secara umum sering disampaikan pada apel pagi dan apel
gabungan serta pertemuan-pertemuan lintas program.

Jabatan eselon sudah terisi semua schingga kita akan mudah dalam
mengimplementasikan PP 53 ini secar berjenjang. Setiap jabatan
akan cukup kompeten mensosialisasikan dan kemudian
mengimplementasikan PP 53 ini.

Mekanisme pembinaan perlu diperbaiki agar output nya dapat
maksimal. Selama ini kurang maksimal karena mekanismenya
kurang baik.

Kepala Dinas Kesehatan akan selalu mendukung implementasi PP 53
ini.

Memang perlu anggaran dalam implementasi PP 53 ini agar program
implementasi yang dilakukan dapat maksimal.

Angka yang menunjukkan tingkat kepatuhan PP 53 tahun 2010 ini
sangat perlu agar tingkat implementasi dapat termonitor selalu, tetapi
sampai saat ini belum pernah ada.

Sanksi yang dijatuhkan selama ini sudah sesuai dengan PP 53 tahun
2010, tetapi perlu perbaikan dalam penanganan oknum PNS yang
bermasalah yang selama ini kurang menjadi prioritas”.

Staff pada Bagian Umum dan Kepegawaian yang disampaikan pada
saat wawancara adalah sebagai berikut:

... ’sepengetahuan Saya sosialisasi PP 53 tahun 2010 secara khusus

belum pernah ada selama ini, yang Saya tahu beberapa kali melalui

apel pagi tentang disiplin yang termaktub dalam PP 53 tahun 2010
tersebut disampaikan untuk dapat dilaksanakan.
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Sosialisasi dan implementasi PP 53 ini adalah tanggung jawab setiap
pejabat eselon yang ada pada Dinas Kesehatan, dan mereka cukup
kompeten di bidangnya. Seluruh posisi eselon pada Dinas Kesehatan
telah terisi, sehingga akan memudahkan sosialisasi dan implementasi.
Jabatan eselon sudah terisi semua schingga kita akan mudah dalam
mengimplementasikan PP 53 int secara berjenjang. Setiap jabatan
akan cukup kompeten mensosialisasikan dan kemudian
mengimplementasikan PP 53 ini.

Mekanisme pembinaan perlu diperbaiki agar output nya dapat
maksimal. Selama ini kurang maksimal karena mekanismenya
kurang baik.

Kepala Dinas Kesehatan akan selalu mendukung implementasi PP 53
ini.

Diperlukan anggaran dalam implementasi PP 53 ini agar lebih
maksimal implementasinya.

Tingkat kepatuhan dalam wujud data pada implementasi PP 53 ini
belum pernah ada pada Dinas Kesehatan.

Sepertinya sanksi yang diberikan kepada oknum PNS yang
melanggar disiplin harus dikaji betul-betul sehingga akan sesuai
dengan tingkat disiplin yang dilanggar oleh yang bersangkutan.
Selama ini terlihat terlalu longgar dalam memberikan sanksi®.

Staf pada bidang Sumber Daya Kesehatan mengemukakan hal yang
sependapat bahwa:

...”Sosialisasi PP 53 tahun 2010 secara khusus belum pernah
dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau tetapi
penyampaian secara lisan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pada
setiap apel pagi dan apel gabungan hampir selalu dilakukan.
Beberapa pertemuan lintas program pada acara akhir diselipkan
materi tentang PP 53 tahun 2010 tersebut untuk dipresentasikan.

Para pejabat eselon yang menjabat harus bisa dan harus kompeten
untuk sosialisasi dan implementasi PP 53 tahun 2010, untuk saat ini
mereka cukup kompeten untuk melaksanakan tugas itu dan kebetulan
posisi jabatan eselon pada setiap bagian sudah terisi semua.
Pembinaan pada oknum PNS yang melanggar disiplin harus
diintensifkan dan diawasi, kalau perlu ada petugas khusus yang
mengawasinya.

Menurut Saya Kepala Dinas Keschatan pasti mendukung
implementasi ini, masalahnya adalah secara berjenjang implementasi
ini dilaksanakan, pejabat di bawah level Kepala Dinas juga harus
. mendukung implementasi tersebut yang selama ini belum maksimal.
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Anggaran sangat diperlukan dalam implementasi PP 53 fahun 2010.

Belum pemah ada data tentang tingkat kepatuhan terhadap PP 53

tahun 2010 ini.

Sanksi yang diberikan kepada oknum PNS yang melanggar disiplin

selama ini saya lihat kurang sesuai dengan PP 53 tahun 2010, karena

menurut saya masih terlalu longgar”,

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau
pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah
satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi,
ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan
implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi
kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan
kemampuan atau keterampilan yang diperlukan dalam mengimplementasikan
kebijakan. Jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong
implementasi yang berhasil. Kurangnya personil yang terlatih dengan baik
akan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menjangkau
banyak pembaruan.

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan)
berakibat kurang efektifnya pelaksanaan sebuah program implementasi karena
pengawasan dengan baik kurang dapat dilakukan. Perlu adanya manajemen
Sumber Daya Manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja staf
sehingga program implementasi dapat berjalan baik.

Pada Dinas Kescehatan Kabupaten Berau, berdasarkan hasil

wawancara bahwa jumlah staf yang ada untuk implementasi sudah
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mencukupi, seluruh posisi jabatan eselon di bawah level Kepala Dinas
Kesehatan sudah terisi seluruhnya. Untuk tingkat kemampuan sosialisasi dan
kompetensi implementasi PP 53 dalam level jabatan di bawah Kepala Dinas
Keschatan harus melalui pembekalan terlebih dahulu agar pengetahuan
mereka terhadap PP 53 tahun 2010 ini merata.

Pengawasan dan pengendalian oleh Kepala Dinas Kesehatan terhadap
implementasi PP 53 tahun 2010 harus periodik. Dari hasil wawancara, seluruh
responden atau informan menyatakan bahwa sanksi yang diberikan pada
beberapa kasus tidak sesuai dengan beratnya_ pelanggaran yang dilakukan,
atau dengan kata lain sanksi yang diberikan lebih ringan jika dibanding
dengan pelanggaran yang dilakukan.

Informasi merupakan sumber daya yang terpenting kedua dalam
implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama,
informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Pelaksana-
pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus
melakukannya. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para
pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat
dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang-undang ataukah tidak.
Informasi mengenai program-program adalah penting terutama bagi
kebijakan-kebijakan baru atau kebijakan-kebijakan yang melibatkan

persoalan-persoalan teknis.
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Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengimplementasikan
kebijakan memiliki beberapa konsekuensi secara langsung. Pertama, beberapa
tanggung jawab secara sungguh-sungguh tidak akan dapat dipenuhi atau tidak
dapat dipenuhi tepat pada waktunya. Kedua, ketidakefisienan. Kebijakan yang
tidak tepat menyebabkan unit-unit pemerintahan lain atau organisasi-
organisasi dalam sektor swasta membeli perlengkapan, mengisi formulir, atau
menghentikan kegiatan-kegiatan yang tidak diperlukan. Selain itu,
implementasi kebijakan membutubkan informasi tentang ketaatan dard
organisasi-organisasi atau individu-individu dengan hukum. Akan tetapi data
tentang ketaatan sulit diperoleh disebabkan kurangnya staf yang mampu
memberikan informasi mengenai ketidaktaatan hukum yang mungkin
dilakukan.

Dinas Keschatan Kabupaten Beran telah memiliki petunjuk
pelaksanaan PP 53 tahun 2010 yang ditetapkan oleh BKN sebagai Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 21 tahun 2010, tetapi belum
memiliki informasi mengenai data tingkat kepatuhan terhadap PP 53 tahun
2010. Petunjuk pelaksanaan digunakan sebagai pedoman bagi pejabat dan
PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan PP 53 tahun 2010.
Informasi/data tingkat kepatuhan terhadap PP 53 tahun 2010 dapat digunakan
para implementator untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi PP

53 yang dilakukan sehingga dapat dijaga konsistensinya. Dengan adanya data
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tingkat kepatuhan juga dapat dievaluasi dengan mudah hal-hal yang menjadi
pendorong dan penghambat implementasi PP 53 tersebut.

Mengenai kewenangan, pada umumnya kewenangan harus bersifat
formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif Kewenangan
merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan
kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka
kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat
menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang
lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam
melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan
diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain efektivitas akan
menyurut manakala wewenang Qiselewengkan oleh para pelaksana demi
kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

Pada Dinas Keschatan Kabupaten Berau, seluruh pejabat eselon yang
menjabat telah mengisi seluruh posisi jabatan yang ada. Pejabat yang telah
dilantik disumpah dengan sumpah jabatan yang melekat termasuk dalam
mengimplementasikan PP 53 tahun 2010. Jadi wewenang untuk
mengimplementasikan PP 53 tersebut adalah sudah menjadi kewajiban
seluruh pejabat dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang
dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu sendiri dalam

melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan menjadi penting kehadirannya
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ketika dibadapkan pada suatu masalah dan diharuskan untuk mengambil
keputusan. Bisa dibayangkan ketika suatu lembaga tidak memiliki wewenang
ketika diharuskan memecahkan suatu masalah,

Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang mencukupi,
memahami apa yang dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk
melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan
prasarana) atau kantor untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi, tanpa
perlengkapan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncakan tidak
akan berhasil. Sebagai contoh pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau,
implementasi PP 53 tahun 2010 tidak akan berhasil jika tidak dilengkapi
dengan sarana dan prasarana perkantoran untuk implementasi, misal kantor
yang memadai dan nyaman tempat berkoordinasi dan mengimplementasikan
PP 53 tahun 2010. Dinas Kesehatan Kabupaten Berau memiliki sarana dan
prasarana yang memadai untuk kenyamanan berkoordinasi dan
mensosialisasikan PP 53 tahun 2010. Berdasarkan wawancara, selama ini
Dinas Kesehatan kabupaten Berau belum pemah mensosialisasikan atau
mengadakan rapat pembekalan secara khusus dengan menggunakan metode
ceramah dan diskusi khusus yang menggunakan ruangan rapat untuk program
implementasi PP 53 tahun 2010 ini. Fasilitas fisik adalah sumber daya
penting dalam implementasi PP 53 ini. Seorang Kepala Dinas Kesehatan
mungkin memiliki kepala bagian dan kepala bidang yang handal dan

memahami kebijakan PP 53 dengan baik, tetapi implementasi PP 53 ini tidak
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akan maksimal tanpa ditunjang bangunan atau kantor yang nyaman untuk
bekerja, atau telah tersedia sarana dan prasarana perkantoran yang memadai
dan nyaman tetapi tidak digunakan secara maksimal.

Dalam implementasi PP 53 tahun 2010, anggaran berkaitan dengan
kecukupan modal atau investasi program implcméntasi untuk menjamin
terlaksananya implementasi PP 53 tersebut, sebab tanpa dukungan anggaran
yang memadahi, implementasi PP 53 tidak akan berjalan dengan efektif dalam
mencapai tujuan dan sasaran. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau,
berdasarkan wawancara, pengadaan anggaran untuk implementasi PP 53
tahun 2010 belum pernah ada.

Edward III dalam Widodo (2010: 100) menyatakan dalam
kesimpulan studinya “budgetary limitation, and citizen opposition limit the
acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that
implementor can be provide fo public’. Menurut Edward III, terbatasnya
anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya
diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Dinyatakan juga bahwa “new
towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major
contributor to the failure of the program” Terbatasnya insentif yang
diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya
pelaksanaan program.

Edward III dalam Widodo (2010: 101) menyimpulkan bahwa

terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan
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pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan
optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan

rendah.

3. Disposisi (Disposition) atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi
kebijakan adalah sikap implementor atau aparatur. Jika aparatur setuju dengan
bagian-bagian isi dari kebijakan yang akan di jalankan maka mereka akan
melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda
dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami
banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat.

Sikap yang harus di miliki aparatur terhadap kebijakan yang akan
dijalankan meliputi: kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk
merespon program ke arah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari
respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran
programn namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan
program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya
sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi
program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan
dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program

‘dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dant dukungan
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pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program,
penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program,
memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan
karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup
guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka
mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Pendapat yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan
Kabupaten Berau:

... "tanggapan Kepala Dinas Kesehatan terhadap pelanggaran disiplin
PNS cukup cepat, beliau akan segera memanggil yang bersangkutan
untuk dimintai keterangan.

Mohon maaf, untuk tingkat ketegasan saya kira perlu diperbaiki dan
ditinjau ulang, karena ada beberapa kasus pelanggaran disiplin yang
terlewatkan oleh kami.

Para PNS menganggap PP 53 tahun 2010 ini sebagai perintah untuk
dilaksanakan, sebagian besar dari mereka menerima hal tersebut
sebagai kewajaran.

Saya kira selama ini program implementasi PP 53 tahun 2010 belum
menjadi program yang diprioritaskan secara nyata“.

Tanggapan dari Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas
Kesehatan Kabupaten Berau:

... Pemanggilan segera oleh kepala Dinas selalu dilakukan apabila
terdapat pelanggaran disiplin untuk dimintai keterangan.

Tingkat ketegasan saya kira perlu perbaikan, karena saya butuh
dukungan yang besar untuk meningkatkan disiplin PNS di sini.
Teman-teman PNS yang bertugas di sini pada umumnya menerima
diberlakukannya PP 53 tahun 2010 ini karena menurut mereka
memang disiplin perlu ditingkatkan untuk menunjang kinerja.

Realita yang ada menggambarkan bahwa program implementasi PP
53 tahun 2010 belum terlihat dominan dibanding program yang
lainnya”.
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Kepada Bidang Pelayanan Kesehatan, menyatakan hal yang sejalan

...’memang ada beberapa PNS yang melanggar disiplin dipanggil
oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk dimintai keterangan, tetapi masih
banyak yang lain yang harus dipanggil dan belum dipanggil karena
telah beberapa kali melanggar disiplin.

Saya kira tingkat ketegasan sangat perlu diperbaiki dan ditingkatkan
agar kinerja Dinas Kesehatan dapat meningkat.

Tanggapan teman-teman PNS di sini cukup positif dengan
diberlakukannya PP 53 tahun 2010.

Program implementasi PP 53 tabun 2010 harus menjadi prioritas
yang selama ini belum terjadi, karena program ini secara tidak
langsung akan meningkatkan kinerja”.

Pendapat Kepala Bidang Pelayanan Kesehehatan sependapat dengan

Pendapat Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatanan:

... Tanggapan Kepala Dinas Kesehaian cukup cepat untuk
menangani masalah pelanggaran disiplin, pada beberapa kasus
terlewatkan untuk ditangani, mungkin karena input dari bawah perlu
ditingkatkan atau koordinasi yang perlu diintensifkan.

Saya lihat tingkat ketegasan masih kurang, sehingga perlu untuk
ditingkatkan.

Teman-teman PNS di sini cukup menerima dengan diberlakukannya
PP 53 tahun 2010,

Cukup realistis jika kita mengataakan program implementasi ini
belum berjalan™.

Wawancara dengan Kepala Bidang Keschatan Masyarakat

menjelaskan tentang sosialisasi PP 53 tahun 2010 dan beberapa hal lainnya:

... ’sepengetahuan Saya Kepala Dinas Keschatan akan menanggapi
secara cepat apabila terjadi pelanggaran disiplin. Tetapi ada juga
kasus yang terlewatkan,

Untuk tingkat ketegasan masih kurang, pertu lebih tegas dalam
menangani pelanggaran disiplin agar kinerja bisa ditingkatkan.

PP 53 tahun 2010 adalah peraturan pemerintah, jadi mau tidak mau
dan suka tidak suka semuanya harus tunduk kepada aturannya.
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Memang saya lihat program implementasi PP 53 tabun 2010 ini
belum bisa dikatakan program yang diprioritaskan®.

Hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan mengemukakan bahwa;

... "Tanggapan Kepala Dinas Kesehatan memang cepat, tetapi masih
banyak kasus-kasus yang tidak mendapat tanggapan.

Untuk masalah disiplin saya rasa masih kurang tegas dalam
menanganinya.

Tanggapan rekan-rekan terhadap diberlakukannya PP 53 ini sangat
baik karena dapat menunjang kinerja.

Terlihat program implementasi PP 53 tahun 2010 ini bukan program
yang dominan diantara program-program lainnya”.

Staff pada bagian Umum dan Kepegawaian mengemukakan hal yang
kurang lebih sejalan:

... Kepala Dinas Kesehatan cukup cepat menanggapi kasus
pelanggaran disiplin, tergantung masukan dari Sub-bagian Umum
dan Kepegawaian.

Penegakan disiplin saya rasa masih kurang tegas karena ada beberapa
oknum yang masih terlewatkan.

Tanggapan rekan-rekan terhadap PP 53 cukup baik.

Program implementasi PP 53 tahun 2010 bisa dikatakan kurang ter-
prioritaskan”.

Wawancara kepada staff pada Bidang Sumber Daya Kesehatan
tentang implementasi PP 53 tahun 2010 ini mengemukakan beberapa point
penting bahwa:

..."Pelanggaran disiplin akan cepat ditanggapi oleh Kepala Dinas
Keschatan jika dari level bawah segera menindaklanjuti hal tersebut.
Ketegasan masih perlu ditingkatkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
karena ada kasus-kasus yang belum mendapat tindakan.

Tanggapan rekan-rekan terhadap PP 53 cukup bagus.

Di lapangan, program implementasi PP 53 tahun 2010 terlihat belum
begitu prioritas”.
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Staff pada Bidang Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa:

... Tanggapan dari Kepala Dinas Kesehatan akan cepat apabila dari
tingkatan kepala seksi memberikan tindak lanjut ke atas.

Menurut Saya, Kepala Dinas Kesehatan periu lebih tegas dalam
menangani kasus pelanggaran disiplin, karena selama ini banyak
kasus pelanggaran yang terlewatkan.

Rekan-rekan menanggapi PP 53 tahun 2010 ini cukup baik.

Menurut saya program implementasi PP 53 tahun 2010 belum masuk
ke dalam skala program prioritas pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Berau™.

Pendapat staff pada Bagian Umum dan Kepegawaian yang
disampaikan pada saat wawancara adalah sebagai berikut:

... Kepala Dinas Kesehatan akan cepat tanggapannya terhadap kasus
pelanggaran disiplin apabila tindak lanjut dari bawah juga cepat.
Ketegasan perlu ditingkatkan oleh Kepala Dinas Kesehatan karena
kasus pelanggaran disiplin masih banyak yang terlewatkan.
Tanggapan rekan-rekan terhadap pp 53 ini cukup bagus.

Program implementasi PP 53 tahun 2010 hakikatnya belum menjadi
program yang diprioritaskan”.

Staf pada bidang Sumber Daya Kesehatan mengemukakan bahwa:

...”Tanggapan terhadap pelanggaran disiplin oleh Kepala Dinas
Kesehatan cukup cepat jika tindaklanjut dari bawah juga cepat.
Kepala Dinas Keschatan perlu lebih tegas dalam menangani kasus
pelanggaran disiplin.

Tanggapan rekan-rekan terhadap pp 53 ini cukup baik.

Program implementasi PP 53 tahun 2010 menurut Saya belum
menjadi prioritas pada Dinas Kesehatan™.

Berdasarkan wawancara-wawancara tersebut terlihat gambaran
implementasi PP 53 tahun 2010 pada Dinas Kesehatan dari sudut pandang

variabel disposisi/sikap/kecendrungan-kecendrungan. Mayoritas responden
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mengatakan hal yang sama vyaitu respon yang cepat dari Kepala Dinas
Kesehatan apabila terdapat pelanggaran disiplin. Respon yang cepat ini
merupakan dukungan yang sangat positif dalam proses mengimplementasikan
PP 53 tahun 2010 dan dalam artian yang luas tidak ada bentuk penolakan
terhadap implementasi PP 53 tahun 2010 ini dari Kepala Dinas Kesehatan.
Dukungan yang positif ini juga ditunjukkan oleh para staf Dinas Kesehatan
yang mayoritas mendukung berlakunya PP 53 tahun 2010 ini.

Menurut pendapat Van Metter dan Van Hom dalam Agustino (2006)
menyatakan sikap penerimaan atau penoclakan dari agen pelaksana kebijakan
sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan
publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan
bukanlah hasil formulasi aparatur yang mengenal betul permasalahan dan
persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top
down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui
bahkan tak mampu menyentuh.

Selain dukungan yang positif untuk implementasi PP 53 tahun 2010
ini, seluruh responden yang ada menyatakan bahwa perlu meningkatkan
ketegasan dalam menegakkan disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010 ini.
Dirasakan ketegasan masih kurang untuk oknum PNS yang telah melanggar
disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010. Konteks ketegasan mengacu pada

kesesuaian antara pelanggaran yang dilakukan dengan ketentuan yang berlaku
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yang dihubungkan -dengan pengaplikasian dalam waktu yang sesingkat
mungkin.

Wujud lain dari dukungan atasan terhadap suatu program adalah
menjadikan program tersebut sebagai program yang diprioritaskan untuk
dilaksanakan. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, program implementasi
PP 53 tahun 2010 belum dapat dikatakan program yang diprioritaskan
walaupun sering dibicarakan untuk dilaksanakan. Apabila program tersebut
diprioritaskan maka dimungkinkan untuk memberikan anggaran pembiayaan
untuk berjalannya program tersebut. Mayoritas responden menyatakan bahwa
program implementasi PP 53 tahun 2010 ini belum dapat dikatakan program

yang diprioritaskan pada dinas Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan
secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar
atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif,
dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.
Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada
dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan kadangkala suatu
sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan

tertentu.
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Struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan
penting daiam implementasi PP 53 tahun 2010. Salah satu aspek yang
terpenting dalam organisasi adalah adanya Standars Operating Procedures
(SOP). SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan
untuk mendorong dan menggerakkan organisasi Dinas Kesehatan untuk dapat
mencapai tujuannya. SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan
dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola
hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang
mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka
miliki dalam menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi yang sudah ada pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Berau bertugas sesuai dengan masing-masing
tugasnya, mereka menjalankan tugas sesuai dengan ketentnan yang berlaku.

Struktur birokrasi bertugas dalam melaksanakan kebijakan dan
memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek
struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi
yang standar (Standard Operating Procedures atau SOP). Maksud dari aspek
tersebut yaitu suatu prosedur standarisasi yang dilakukan oleh aparatur Dinas
Kesehatan Kabupaten Berau untuk mencapai tujuan program implementasi
yang dimaksud pada khususnya, dan tujuan organisasi pada umumnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau menyatakan bahwa:
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... Kita mulai melaksanakan PP 53 tahun 2010 pada bulan Januari
tahun 2011 silam.

Untuk SOP tentang pelaksanaan PP 53 kita belum mempunyai.
Struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan
peraturan disiplin, karena pelaksanaan peraturan disiplin tersebut
harus melalui struktur birokrasi yang benar.

Ya, struktur birokrasi yang ada sangat berpengaruh terhadap rentang
kendali dan penerapan sanksi disiplin, pengaruhnya sangat positif dan
menjadikan usaha untuk mengimplementasikan PP 53  jadi
terkoordinir melalui prosedur dan jenjang yang jelas”.

Pendapat lain disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan

Kabupaten Berau:

... PP 53 tahun 2010 mulai dilaksanan pada bulan Januari tahun
2011.

SOP tentang pelaksanzan PP 53 tahun 2010 kita belum ada.

Ya, struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan PP
53, berpengaruh pada rentaang kendali dan penerapan sanksi disiplin.
Dengan adanya struktur birokrasi implementasi PP 53 dilaksanakan
secara berjenjang”.

Tanggapan yang sependapat dengan Kepala Dinas dan Sekretaris dari
Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Berau:

... PP 53 mulai dilaksanakan sekitar bulan Januari tahun 2011.
Untuk SOP pelaksanaan PP 53 tahun 2010 kita belum punya.
Struktur birokrasi sangat mempengaruhi implementasi PP 53,
pengaruh yang terjadi pada rentang kendali dan penerapan sanksi
disiplin yang dilaksanakan secara prosedural dan berjenjang”.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mengemukakan bahwa:

... "Pelaksanaan PP 53 ini dimulai pada awal tahun 2011.

SOP pelaksanaan PP 53 ini belum pemah ada pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Berau.

Struktur birokrasi harus berpengaruh pada implementasi PP 53 ini,
apalagi pada rentang kendali dan penerapan sanksi agar
implementasinya dilakukan secara berjenjang™.




43119.pdf

137

Pendapat Kepala Bidang Pelayanan Kesehehatan sejalan dengan
Pendapat Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatanan:

... PP 53 ini dimulai dijalankan pada awal tahun 2011.

SOP pelaksanaan PP 53 sepengetahuan Saya ini belum pernah ada
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

Struktur birokrasi sangat berpengaruh pada implementasi PP 53 ini,
terutama pada rentang kendali dan penerapan sanksi, hal ini terlihat
pada implementasi yang dilakukan secara berjenjang”.

Kepala Bidang Kesechatan Masyarakat menjelaskan tentang
sosialisasi PP 53 tahun 2010 dan beberapa hal lainnya:

... PP 53 ini dimulai diimplementasikan pada Januari tahun 2011.
SOP pelaksanaan PP 53 Dinas Kesehatan belum memilikinya.
Struktur birokrasi sangat berpengaruh pada implementasi PP 53 ini,
pengaruhnya dapat terlihat pada rentang kendali dan penerapan
sanksi, memang implementasi PP 53 ini harus dilakukan berjenjang”.

Hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan mengemukakan bahwa:

... Tahun 2011 bulan Januari PP 53 ini mulai dilaksanakan.

SOP tentang pelaksanaan PP 53 tahun 2010 belum pemah ada pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

Struktur birokrasi sudah pasti berpengaruh pada pelaksanaan PP 53
ini, pengaruhnya dapat pada rentang kendali dan penerapan sanksi
yang dilakukan secara berjenjang”.

Staf pada bagian Umum dan Kepegawaian menuturkan bahwa:

... PP 53 tahun 2010 ini mulai dilaksanakan pada tahun 2011.

Untuk SOP khusus pelaksanaan PP 53 tahun 2010 belum pernah
dibuat.

Struktur birokrasi sangat berpengarauh pada pelaksanaan PP 53 ini.
Rentang kendali dan penerapan sanksi sangat dipengaruhi oleh
struktur birokrasi”.




43119.pdf

138

Wawancara kepada staff pada Bidang Sumber Daya Kesehatan
tentang sosialisasi PP 53 tahun 2010 ini mengatakan bahwa;

... "Pelaksanaan PP 53 tahun 2010 ini dilakukan mulai Januar tahun
2011.

Pada Dinas Kesehatan belum pernah ada SOP khusus PP 53 tahun
2010.

Pelaksanaan PP 53 ini dipengaruhi oleh struktur birokrasi.

Rentang kendali dan penerapan sanksi juga dipengaruhi oleh struktur
birokrasi”.

Staf pada Bidang Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa:

... PP 53 mulai dilaksanakan pada Januari tahun 2011.

Belum pernah ada SOP yang dibuat khusus tentang pelaksanaan PP
53 ini.

Struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan
peraturan disiplin PP 53 ini.

Dan struktur birokrasi berpengaruh pada rentang kendali dan
penerapan sanksi pelanggaran disiplin”.

Pendapat staff pada Bagian Umum dan Kepegawaian yang
disampaikan pada saat wawancara adalah sebagai berikut:

..."Mulai Januari tahun 2011 PP 53 mulai dilaksanakan.

SOP untuk pelaksanaan PP 53 tahun 2010 belum pemah dibuat pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

Struktur birokrasi mempunyai pengaruh pada pelaksanaan peraturan
disiplin yang diberlakukan.

Struktur birokrasi juga mempunyai pengaruh terhadap rentang
kendali dan penerapan sanksi pelanggaran disiplin™.

Staf pada bidang Sumber Daya Kesehatan mengemukakan bahwa :

...” PP 53 mulai dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Berau pada awal tahun 2011,

Belum pernah ada SOP yang mengatur tenang pelaksanaan PP 53 ini.

Struktur birokrasi sudah pasti berpengaruh pada pelaksanaan
peraturan disiplin sesuai PP 53 tahun 2010.
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Dan struktur birokrasi juga mempunyai pengaruh kepada rentang

kendali dan penerapan sanksi pelanggaran disiplin™.

Struktur birokrasi aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dalam
melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketentuan yang berlaku mengatur pembagian tugas masing-masing, sehingga
tidak dibenarkan melakukan tugas yang bukan kewenangannya. Sehingga
tidak ada satu pelaksana kebijakan yang melaksanakan tugas melebihi
prosedur yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi yang baik akan memberikan
dorongan kepada keberhasilan pelaksanaan program implementasi PP 53
tahun 2010,

Tugas pokok dan fungsi tidak akan pernah lepas dari sebuah birokrasi
terlebih aparatur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau harus sesuai antara
struktur organisasi dan kewenangan dalam mc-laksanakan suatu pekerjaan.
Aparatur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau mengerjakan tugasnya
sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing menyesuaikan dengan visi dan
misi organisasi untuk mewujudkan implementasi kebijakan PP 53 tahun 2010.

Berdasarkan hasil wawancara, PP 53 tahun 2010 mulai
dioperasionalkan pada Dinas Kesehatan pada bulan januari tahun 2011 yaitu 6
bulan setelah PP 53 ini diterbitkan. Diketahui bersama bahwa PP 53 tahun
2010 ini diundangkan pada tangpal 6 Juni 2010, sedangkan diberlakukan pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Berau mulai bulan Januvari 2011. Tetapi

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang
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disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara
mulai diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 2010.

Berdasarkan hasil wawancara, SOP untuk pelaksanaan PP 53 tahun
2010 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau belum pernah dirumuskan
ataupun dibuat. SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan
harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu yang dalam hal
ini adalah implementasi PP 53 tahun 2010. Standard Operating Procedures
(SOP) merupakan hal yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan PP 53
tahun 2010 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. SOP merupakan suatu
kegiatan rutin yang memungkinkan para aparatur untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan pada tiap harinya sesvai dengan standar yang ditetapkan
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Salah satu aspek struktur birokrasi
yang penting dari organisasi adalah SOP, maksud dari SOP ini adalah
prosedur standarisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
dalam melaksanakan implementasi PP 53 tahun 2010. Untuk menciptakan
pelaksanaan aparatur yang efektif dan efisien. Dengan adanya standar
operasional pelaksanaan, maka implementasi PP 53 tahun 2010 akan tercapai
maksimal sehingga dapat menciptakan aparatur yang disiplin dan
bertanggungjawab dan pada akhimya terciptanya kinerja organisasi yang
maksimal.

SOP pelaksanaan PP 53 tahun 2010 dapat dirangkai ke dalam

kegiatan-kegiatan seperti standar operasional yang berisi serangkaian proses
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mulai dari pencatatan, pendokumenan, rangkaian tindakan, sampai dengan
pelaporan apabila terjadi kasus pelanggaran disiplin sesuai PP 53 tahun 2010.
Standard Operating Procedures memiliki manfaat sebagai berikut: sebagai
standarisasi yang wajib dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan,
mengurangi kesalahan dan kelalaian; menjamin proses yang telah ditetapkan
dan dijadwalkan dapat berlangsung sebagaimana seharusnya; menjamin
tersedianya data untuk penyempurnaan proses; meningkatkan akuntabilitas
dengan melaporkan dan mendokumentasikan hasil dalam pelaksanaan tugas;
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas; memberikan cara
konkrit untuk perbaikan kinerja; menghindari terjadinya variasi proses
pelaksanaan kegiatan dan tumpang tindih pelaksanaan tugas (Permenpan
No.PER/21/M-PAN/11/2008). |

Sifat kedua dar struktur birokrasi yang berpengaruh dalam
pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Fragmentasi atau
penyebaran tanggung jawab kegiatan akan sangat berpengaruh dalam
implementasi PP 53 tahun 2010 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.
Hubungan yang terjadi diantara para pelaksanan kebijakan sangat
mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, apabila pola hubungan yang terjadi di
lingkungan birokrasi tidak baik maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan
implementasi PP 53 tahun 2010. Berdasarkan hasil wawancara, struktur
birokrasi yang harus dilewati oleh PP 53 ini dalam implementasinya cukup

panjang, tetapi pada kenyataannya hal ini berpengaruh secara posistif dan
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menjadikan usaha untuk mengimplementasikan PP 53 ini menjadi terkoordinir
melalui prosedur dan jenjang yang jelas.

Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara
beberapa organisasi, seringkali pula terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut
dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Konsekuensi
yang paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat
koordinasi. Para birokrat karena alsan-alasan prioritas dari badan-badan yang
berbeda, mendorong para birokrat ini untuk menghindari koordinasi dengan
badan-badan lain. Padahal, penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk
melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi.
Hambatan ini diperburuk oleh struktur pemerintah yang terpecah-pecah. Pada
umumnya, semakin besar koordinast yang diperlukan untuk melaksanakan
kebijakan, semakin berkurang kemungkinan untuk berhasil.

Dalam konteks implementasi PP 53 tahun 2010, struktur birokrasi
sangat berpengaruh terhadap rentang kendali dan penerapan sanksi. Rentang
kendali adalah batas jumlah bawahan langsung yang dapat dipimpin dan
dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer, Rentang kendali yang luas
dan dalam seperti pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau memiliki lapisan-
lapisan hirarki birokrasi yang lumayan banyak yang harus dilewati pada saat
akan mengimplementasikan PP 53 tahun 2010, termasuk dalam hal penerapan
sanksi yang sesuai dengan PP 53 tersebut. Banyaknya tingkat hirarki yang

dilewati untuk satu kasus pelanggaran disiplin akan cukup menghambat
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efektifitas penjatuhan sanksi dan tingkat implementasi PP 53 tahun 2010.
Pada setiap lapisan birokrasi akan berproses seluruh variable-variabel
implementasi beserta dengan kendala-kendala yang dihadapinya, sehingga
tingkatan implementasi yang menjadi output tidak akan konsisten selama

dalam perjalannya menuju implementasi PP 53 pada tingkatan pelaksana.

D. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi PP nomor 53 tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dari hasil analisa data dan hasil wawancara dan pendalaman teori yang
telah dilakukan pada pokok bahasan sebelumnya, maka dapat diketahui faktor
pendukung dan penghambat implementasi PP 53 tahun 2010 pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Berau.

1. Faktor-faktor Pendukung,
a. Komunikasi
Terjalinnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan oknum PNS yang
melanggar disiplin atau yang sedang dalam hukuman.
b. Sumber Daya
Kompetensi yang sesuai, media yang sesuai, jumlah sumber daya yang cukup
untuk melaksanakan sosialisasi PP 53 tahun 2010.

c. Disposisi
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1) Adanya dukungan dari Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya terhadap
implementasi PP 53 tahun 2010 dalam bentuk tanggapan yang cepat
terhadap kasus pelanggaran disiplin.

2) Adanya sikap positif dari aparatur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
terhadap berlakunya PP nomor 53 tahun 2010.

d. Struktur Birokrasi
| 1) Adanya struktur birokrasi yang baik dan terstruktur yang telah diatur
dengan peraturan daerah stempat.

2) Struktur birokrasi yang ada berpengaruh posisitif terhadap rentang kendali

dan penerapan sanksi disiplin.

2. Faktor-faktor Penghambat
a. Komunikasi

2) Tidak pemah dilakukannya sosialisasi yang khusus membahas tentang PP
53 tahun 2010 secara efektif dan efisien sehingga menimbulkan ambigu
dan salah penafsiran.

3) Sistem pengawasan dan pengendalian yang kurang sempuma dan kurang
periodik terhadap implementasi PP nomor 53 tahun 2010. Serta tidak
tersedianya data tingkat kepatuhan terhadap PP 53 tahun 2010.

b. Sumber Daya
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3) Tidak adanya pendanaan dalam bentuk anggaran yang dituangkan dalam
DPA  (Dokumen Penggunaan Anggaran) yang digunakan untuk
implementasi PP 53 tahun 2010.

4) Adanya ketidaksesuaian antara sanksi yang diberikan dengan jenis
pelanggaran disiplin terhadap oknum PNS yang melanggar disiplin.

¢. Disposisi
Kurang adanya ketegasan tindakan dan ketegasan waktu terhadap oknum
PNS yang melanggar disiplin.

d. Struktur Birokrasi
Tidak adanya SOP yang mengatur pelaksanaan PP 53 tahun 2010 dalam

1mplementasinya.
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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari hasil analisis data, wawancara dan pendalaman teori maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP nomor 53
tahpn 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Berau masih belum berjalan dengan optimal.

2. Faktor pendukung implementasi PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai
Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau:

a. Komunikiasi; Terjalinnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan oknum
PNS yang melanggar disiplin atau yang sedang dalam hukuman.
b. Sumber Daya: Kompetensi yang sesuai, media yang sesuai, jumlah sumber
daya yang cukup untuk melaksanakan sosialisasi PP 53 tahun 2010.
- ¢. Disposisi: Adanya dukungan dari Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya
‘téerhadap implementasi PP 53 tahun 2010 dalam bentuk tanggapan yang
cepat terhadap kasus pelanggaran disiplin, serta adanya sikap positif dari
aparatur terhadap berlakunya PP 53 tahun 2010.
d. Struktur birokrasi: Adanya struktur birokrasi yang baik yang berpengaruh

secara posistif terhadap rentang kendali dan penerapan sanksi disiplin.
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3. Faktor penghambat implementasi PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai

Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau:

a. Komunikiasi: tidak adanya sosialisasi yang khusus membahas PP 53 tahun
2010, kurang adanya sistem pengawasan dan pengendalian yang baik.

b. Sumber Daya: belum adanya pendanaan dalam bentuk anggaran pada DPA
untuk implementasi PP 53 tahun 2010, tidak adanya kesesuaian dan keadilan
sanksi.

¢. Disposisi: kurang adanya ketegasan tindakan dan ketegasan waktu terhadap
pelanggaran disiplin.

d. Struktur birokrasi: belum adanya SOP yang mengatur pelaksanaan PP 53

tahun 2010.

B. Saran

1. Dari hasil kesimpulan tentang implementasi PP 53 tahun 2010 pada Dinas
Kesehatan yang belum beralan optimal, hendaknya Dinas Kesehatan
Kabupaten Berau mulai merencanakan ulang melalui perencanaan strategis
untuk im"plementasi PP 53 tahun 2010 dengan pendekatan sistem dan dengan
menggunakan pendekatan Edwards HI tentang implementasi (seperti dijelaskan
pada BAB IV). Hal ini dilakukan agar program implementasi PP 53 tahun 2010
yang direncanakan berjalan terarah dan terukur.

2. Diperlukan upaya inovatif oleh Dinas Kesehatan dalam menegakkan disiplin

PNS sesuai dengan PP 53 tahun 2010, misalnya dengan membuat motto
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disiplin, logo disiplin yang berwarna menarik dan mengundang atensi dari
orang-orang yang melihatnya serta masih banyak inovasi-inovasi yang lainnya
yang disesuaikan dengan keadaan setempat.

. Sebaiknya Dinas Kesehatan membuat usulan kepada Kepala Daerah untuk
mengadvokasi penyusunan peraturan Bupati tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau sebagai pedoman dalam
menegakkan disiplin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau sehingga
dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas
serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karir dan

sistem prestasi kerja.



43119.pdf

149
DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2006). Dasar-dasar kebijakan publik, Bandung: CV. Alfabeta.

Anggara. (2012). Pelaksanaan penfatuhan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil oleh Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Barat.
Repository Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Anselm, S, dan Corbin, I. (2003). Dasar-dasar penelitian kualitatif. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. '

As/Rin. (2017, 05 Januari). BKPP tunggu data PNS yang dipecat. Diunduh 5 Januari
2017, dari situs Worid Wide Web: http://samarinda.prokal.co/read/news/1048-
bkpp-tunggu-data-pns-yang-dipecat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. (2016). Profil kesehatan Kabupaten Berau.
Tanjung Redeb: Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

Dunn, W. N. (2000). Analisis kebijakan publik. Yogyakarta: Gajah Mada University
Press

Fathoni, A. (2006). Organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Jakarta:
Rineka Cipta.

Friedrich, C. J. (1963). Man and his government. New York: McGraw-Hill

Handoko, H. (2001). Manajemen personalia dan sumberdaya manusia (Edisi 2).
Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Handoyo, E. (2010). Etika politik dan pembangunan. Semarang: Widya Karya.

Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. Semarang: Widya Karya.

Hartini, S. Kadarsih, S. Sudrajat, T. (2008). Hukum kepegawaian di Indonesia.
Jakarta: Sinar Grafika. '

Hodge, B.J and Lawrence, G. (1996). Organization theory: A strategic approach.
fifth edition. International edition. New Jersey: Prentice-Hall International,

Inc.




43119.pdf

150

Islamy, 1. (1995). Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara. Jakarta: penerbit
Bumi Aksara

Islamy, M.I. (2001). Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara. Jakarta: Bumi
Aksara,

Kismartini. Suwitri, S. Purnaweni, H. (2005). Analisis kebijakan publik. Jakarta;
Universitas Terbuka

Mahmudi, A. (2008). Implementasi kebijakan pengembangan koperasi di Lampung
tengah. Jakarta: Tesis Masigter Administrasi Publik Universitas Terbuka
Jakarta

Mangkunegara. (2001). Manajemen sumber daya manusia perusahaan, Bandung:
Remaja Rosdakarya.

Marbun, S. F dan Mahfud M. D. (2000). Pokok-Pokok Hukum administrasi negara.
Yogyakarta: Liberty.

Mayangsari. (2011). Pelaksanaan pembinaan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan PP nomor 53 tahun 2010 (Studi di Badan Kepegawaian Daerah
Pemerintah Kota Malang). Malang: Tesis Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Brawijaya Malang.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. (2008). Pedoman penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Jakarta:
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Moleong, L. (2008). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi). Bandung:
Remaja Rosdakarya.

Mujayatno, A. (2017, 05 Januvari). Sekkab: PNS langgar disiplin akan dikenakan
sanksi. Diunduh 5 Januari 2017, dari situs World Wide Web:
http://kaltim.antaranews.com/berita/7829/sekkab-pns-langgar-  disiplin-akan-
dikenakan-sanksi

Murtiningsih, S. (2012). Implementasi peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010
dalam rangkc meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil Badan



43119.pdf

151

Kepegawaian Negara. Yogyakarta: Tesis Program Magister Ilmu Hukum
UGM Yogyakarta. |

Nurcholis, H. (2005). Teori dan praktek pemerintahan dan otonomi daerah. Jakarta:
Penerbit Grasindo.

Parsons, W. (2006). Publik policy: pengantar teori dan praktik analisis kebijakan.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. (2017, 5 Januari). Kondisi geografis. Diunduh
5 Januari 2017, dari situs World Wide Web:
http://www.beraukab.go.id/profil/view/5/kondisi-geografis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan
Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Pohan, R. (2007). Metodologi penelitian pendidikan. Yogyakarta: Ar-Rijal Institute.

Rachman, M. (2011). Metodologi penelz’tian pendidikan moral. Semarang: Unnes
Press.

Siagian, S.P. (1999). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Penerbit Bumi
Aksara.

Schermerhorn, J.R. John, R. Hunt. James, G. Osborn. Richard, N. (1994). Managing
organizational behavior (5th ed). NewYork: John Willey & Sons, Inc.

Singarimbun, M. Effendi, S. (1989). Metodologi penelitian survai. Jakarta: LP3ES.

Strauss, A dan Juliet Corbin. (2003). Dasar-dasar penelitian kualitatif. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar,

Subarsono. (2005). Analisis kebijakan publik konsep, teori dan apiikasi. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.

Suci, M. (2011), Penerapan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang

disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam penyelesaian pelanggaran disiplin oleh




43119.pdf

152

Pegawai Negeri Sipil di Kota Jambi. Yogyakarta: Tesis Program Magister
[lmu Hukum UGM Yogyakarta

Sugiyono. (2009). Metode penelitian pendidikan. Bandung: Penerbit A 1fabeta

Thoha, M. (2005). Manajemen kepegawaian sipil di Indonesia. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.

Tjiptoherijanto, P. (2009). Mewujudkan netralitas PNS dalam era otonomi daerah.
Diunduh 28 Februari 2017, dari situs World Wide Web:  http:/
www.bappenas.go..id/ﬁles/53 13/5078/8094/prijono_20091015121834 2330
—O.ntf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentahg Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)

Wahab, S.A. (2008). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi Febijakan
negara. Jakarta: Bumi Aksara. ‘

Wahyudin, M dan Parlinda, V. (2009). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi,
Pelatihan, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta. Surakarta: Tesis Program
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wii)awa, S. (1994). Evaluasi kebijakan publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widjaja, H. A. W. (1997). Etika pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, J. (2010). Analisis kebijakan publik. Malang: Bayumedia.

Winarno, B. (2002). Teori dan proses kebijakan publik. Yogyakarta: Media
Pressindo.

Winarno, B. (2005). Teori dan proses kebijakan publik. Yogyakarta: Media Pressindo
(Anggota [KAPI).



43119.pdf

153

Winarno, B. (2014). Kebijakan publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta:
Center of Academic Publishing Service (CAPS).

i
1
I
\




INSTRUMEN PENELITIAN

155

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWALI
NEGERI SIPIL DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU

No | RUMUSAN FOKUS INDIKATOR PERTANYAAN OBJEK PENELITIAN | PENGUMPULAN

MASALAH PENELITIAN DATA
1. | Bagaimana | Peraturan 1. Komunikasi | 1. eApakah telah dilakukan sosialisasi | ® Kepala Dinas ¢ Wawancara

implementasi | Pemerintah tentang Peraturan Pemerintah No.53 tahun | Kesehatan. ¢ Dokumentasi

peraturan Nomor 53 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil | ®Sekretaris dinas

disiplin tahun 2010 ? Kesehatan.

pegawai tentang disiplin o Apakah sosialisasi Peraturan pemerintah | ® Kepala Sub-Bagian

negeri  sipil | Pegawai tersebut telah jelas tanpa menimbulkan | Umum dan

berdasarkan | Negeri  sipil ambigu dan salah penafsiran ? Kepegawaian,

Peraturan yang berkaitan ® Apakah dalam setiap penanganan kasus | @ Kepala Bidang

Pemerintah | dengan ada komunikasi antara pimpinan dengan | ® Lima orang staf

No. 53 | variabel oknum pegawai ?. biasa.

Tahun 2010 | Edwards 111 ¢ Dalam bentuk apa komunikasi itiu terjalin

tentang tentang ?

disiplin komunikasi, ® Seperti apa sistem pengawasan dan

Pegawai sumber daya, pengendalian  yang dilakukan dalam

Negeri Sipil | disposisi, dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53

di Dinas | struktur tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri

Kesehatan birokrasi, Sipil?

Kabupaten ® Apakah dalam setiap penanganan kasus

Berau. dilakukan pemanggilan dan  pembinaan

2, Sumber
Daya

terhadap oknum pegawai ?.

2 o Bagaimana perubahan yang terjadi
terhadap oknum pegawai yang dibina ?

e Apakah sosialisasi PP 53 tahun 2010
tersebut dilakukan oleh petugas yang
kompeten ?

e Di mana kah tempat sosialisasi tersebut
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No | RUMUSAN FOKUS INDIKATOR PERTANYAAN OBJEK PENELITIAN | PENGUMPULAN
MASALAH | PENELITIAN DATA

3. Disposisi

diadakan ?

® Apakah media yang digunakan untuk
sosialisasi tersebut ?

® Berapa jumlah orang yang melakukan
sostalisasi dan apakah orang-orang tersebut
kompeten ?

®Berapa jumlah staf yang membidangi PP
53 tahun 2010 inj ?

¢ Apakah mercka semuanya kompeten di
bidangnya ?

® Apakah staf yang membidangi PP 53
tahun 2010 tersebut mendapat dukungan
dari atasannya ?

e Apakah ada anggaran khusus untuk
implementasi PP 53 tahun 2010 ini ?

e Apakah tersedia informasi atau data
tingkat kepatuhan terhadap PP 53 tahun
2010 ini ?

® Apakah sanksi yang diberikan telah sesuai
dengan yang termuat dalam Peraturan
Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang
disiplin Pegawai Negeri Sipil?

3e Apakah setiap kasus pelanggaran
disiplin mendapat tanggapan yang cepat dari
Kepala Dinas Kesehatan serta jajarannya ?

o Apakah Kepala Dinas Kesehatan beserta
jajarannya secara tegas menegakkan disiplin
sesuai dengan PP 53 tahun 2010 ?.
eBagaimana tanggapan para PNS tentang
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No | RUMUSAN FOKUS INDIKATOR PERTANYAAN OBJEK PENELITIAN | PENGUMPULAN
MASALAH PENELITIAN DATA
berlakunya Peraturan Pemerintah No. 53
tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil ini?
® Apakah Program implementasi PP 53
tahun 2010 ini menjadi program prioritas ?
4e Kapan Peraturan Pemerintah No. 53
4, Struktur | tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
birokrasi Sipil mulai diterapkan di Dinas Kesehatan
Kabupaten Berau ?
® Apakah ada SOP pada Dinas Kesehatan
yang mengatur pelaksanaan PP 53 tahun
2010.
o Apakah SOP yang ada memiliki ketetapan
waktu yang optimal dalam pelaksanaannya
9
® Apakah struktur birokrasi yang telah ada
berpengaruh terhadap pelaksanaan peraturan
disiplin PNS 7
e Apakah struktur birokrasi berpengaruh
terhadap rentang kendali dan penerapan
sanksi disiplin ?

2 | Faktor-faktor | Implementasi | Faktor-faktor ® Wawancara
apa saja Peraturan penghambat ® Dokumentast
sebagai Pemerintah dan
penghambat | Nomor 53 pendukung
dan tahun 2010di | implementasi
pendorong Dinas Peraturan
dalam Kesehatan Pemerintah
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implementasi
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No. §3
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PEDOMAN WAWANCARA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

(Kepala Dinas Kesehatan / Sekretaris / Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian /
Staf)
A. Identitas
Nama
Umur
Alamat
Pendidikan
Jabatan

B. Pertanyaan
Komunikasi
1. Apakah telah dilakukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No.53
tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ?
2. Apakah sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tersebut
telah sangat jelas tanpa menimbulkan ambigu dan salah penafsiran ?
. 3. Apakah dalam setiap penanganan kasus ada komunikasi antara pimpinan
dengan oknum pegawai ? |
4. (Terkait pertanyaan nomor 3) Dalam bentuk apakah komunikasi antara

pimpinan dengan oknum pegawai tersebut ?




6.

5.
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Seperti apa sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dalam
pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin
Pegawai Negeri Sipil?

Apakah dalam setiap penanganan kasus dilakukan pemanggilan dan

pembinaan terhadap oknum pegawai ?

Sumber Daya

1.

2.

9.

Bagaimana perubahan yang terjadi terhadap oknum pegawai yang dibina ?
Apakah sosialisasi PP 53 tahun 2010 tersebut dilakukan oleh petugas yang
kompeten ?

Di mana kah tempat sosialisasi tersebut diadakan ?

Apakah jenis media yang digunakan untuk sosialisasi tersebut ?

Berapa jumlah orang yang melakukan sosialisasi dan apakah orang-orang
tersebut kompeten ?

Berapa jumlah staf pada Dinas Kesehatan yang membidangi PP 53 ini ?
Apakah mereka semuanya kompeten di bidangnya ?

Apakah staf yang membidangi PP 53 tahun 2010 tersebut mendapat
dukungan dari atasannya ?

Apakah ada anggaran khusus untuk implementasi PP 53 tahun 2010 ini ?

10. Apakah tersedia informasi atau data tingkat kepatuhan terhadap PP 53 ini ?

11. Apakah sanksi yang diberikan telah sesuai dengan yang termuat dalam

Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri

Sipil?
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Disposisi

L.

Apakah setiap kasus pelanggaran disiplin mendapat tanggapan yang cepat
dari Kepala Dinas Kesehatan serta jajarannya ?

Apakah Kepala Dinas Kesehatan beserta jajMya secara tegas
menegakkan disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010 ?.

Bagaimana tanggapan para PNS tentang berlakunya Peraturan Pemerintah
No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ini?

Apakah program implementasi PP 53 tahun 2010 ini dijadikan program

yang prioritas ?

Struktar Birokrasi

1.

Kapan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai
Negeri Sipil mulai diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau ?
Apakah ada SOP pada Dinas Kesehatan yang mengatur pelaksanaan PP 53
tahun 2010 7

Apakah SOP yang ada memiliki ketetapan wakfu yang optimal dalam
pelaksanaannya ?

Apakah struktur birokrasi yang telah ada berpengaruh terhadap
pelaksanaan peraturan disiplin PNS ?

Apakah struktur birokrasi berpengaruh terhadap rentang kendali dan

penerapan sanksi disiplin ?
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

A. Identitas

Nama :Tn. TH

NIP T XXXX XXXXXXXX X XX

Umur : 54 thn

Alamat : JIn. Pemuda Tanjung Redeb

Pendidikan 182

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

B. Pertanyaan dan Jawaban
Komunikasi

1. Apakah telah dilakukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No.53
tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ?
Jawaban : Sosialisasi tentang PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negert Sipil ini sering saya sampaikan pada acara-acara atau pertemuan
resmi pada Dinas Keschatan. Pada saat apel pagi pun Saya sering
menyampaikannya. Pada saat apel gabugan Bapak Bupati atau Setda yang

memimpin apel sangat sering menyampaikan tentang disiplin yang

berkaitan dengan isi dari PP 53 tahun 2010 ini dengan cukup jelas dan
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mudah untuk difahami. Tetapi memang sosialisasi ini saya rasakan masih
kurang.

. Apakah sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tersebut
telah sangat jelas tanpa menimbulkan ambigu dan salah penafsiran ?
Jawaban : cukup jelas dan mudah untuk difahami

. Apakah dalam setiap penanganan kasus ada komunikasi antara pimpinan
dengan oknum pegawai ?

Jawaban : ya ada, Apabila terdapat pelanggaran ldisiplin maka yang
bersangkutan akan dipanggil untuk klarifikasi dan dimintai keterangan
sehingga masalahnya menjadi jelas.

. Seperti apa sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dalam
pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin
Pegawai Negeri Sipil?

Jawaban : Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan PP 53 tahun
2010 dilakukan dengan absensi tanda tangan pada pagi hari sebelum apel
pagi dan dengan meminta konfirmasi kepala dari tiap-tiap bidang dan
bagian. Sistem pengawasan dan pengendalian yang semacam ini dirasakan

masih kurang sempurna.

. Apakah dalam setiap penanganan kasus dilakukan pemanggilan dan

pembinaan terhadap oknum pegawai ?
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Jawaban : Pada setiap pelanggaran disiplin dilakukan pemanggilan dan

pembinaan kepada yang bersangkutan secara berjenjang.

Sumber Daya
1. Bapaimana perubahan yang terjadi terhadap oknum pegawai yang dibina ?
Jawab : Pada beberapa PNS yang dibina pada Dinas Kesehatan cukup
menunjukkan tingkat disiplin yang baik, tetapi ada juga yang masih belum
sesuai harapan.
2. Apakah sosialisasi PP 53 tahun 2010 tersebut dilakukan oleh petugas yang
kompeten ?
Jawaban : PP 53 tahun 2010 disosiafisasikan oleh setiap pejabat eselon
yang menjabat di bidangnya mempunyai latar belakang pendidikan sesuai
disiplin ilmunya serta cukup kompeten dibidangnya.
| 3. Dimana kah tempat sosialisasi tersebut diadakan ?
Jawaban : Sosialisasi secara khusus untuk saat ini belum dapat terlaksana
dikarenakan anggaran khusus untuk PP 53 tahun 2010 ini belum ada.
4. Berapa jumlah staf pada Dinas Kesehatan yang membidangi PP 53 ini 7
5. Apakah mereka semuanya kompeten di bidangnya ?
Jawaban nomor 4 dan 5 : Sumber daya yang ada pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Berau sudah cukup untuk memfasilitasi implementasi PP 53
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tahun 2010, eselonisasi pada tiap bagian, bidang dan sub bidang telah
lengkap terisi dan bekerja dengan baik.

6. Apakah staf yang membidangi PP 53 tahun 2010 tersebut mendapat
dukungan dari atasannya ?

7. Apakah ada anggaran khusus untuk implementasi PP 53 tahun 2010 ini ?
Jawaban : Sosialisasi secara khusus untuk saat ini belum dapat terlaksana
dikarenakan anggaran khusus untuk PP 53 tahun 2010 ini belum ada.

8. Apakah tersedia informasi atau data tingkat kepatuhan terhadap PP 53 ini ?
Jawaban : Mengenai informasi atau data tingkat kepatuhan terhadap PP 53
tahun 2010 belum pernah dibuat.

9. Apakah sanksi yang diberikan telah sesuai dengan yang termuat dalam
Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil?

Jawaban : Sanksi yang kami berikan unfuk oknum PNS yang melanggar

disiplin sudah sesuai dengan yang ada pada PP 53 tahun 2010, unfuk sangsi

yang lebih berat kita akan berkoordinasi ke BKPP

Disposisi
1. Apakah setiap kasus pelanggaran disiplin mendapat tanggapan yang cepat
dari Kepala Dinas Kesehatan serta jajarannya ?

Jawaban :
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Apakah Kepala Dinas Keschatan beserta jajarannya secara tegas
menegakkan disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010 ?.

Bagaimana tanggapan para PNS tentang berlakunya Peraturan Pemerintah
No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ini?

Apakah program implementasi PP 53 tahun 2010 ini dijadikan program

yang prioritas ?

Struktur Birokrasi

1.

Kapan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai
Neger: Sipil mulai diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau ?
Jawaban : Kita mulai melaksanakan PP 53 tahun 2010 pada bulan Januari
tahun 2011 silam

Apakah ada SOP pada Dinas Kesehatan yang mengatur pelaksanaan PP 53
tahun 2010 ?

Jawaban : Untuk SOP tentang pelaksanaan PP 53 kita belum mempunyai.

Apakah SOP yang ada memiliki ketetapan waktu yang optimal dalam
pelaksanaannya ?
Apakah struktur birokrasi yang telah ada berpengaruh terhadap

pelaksanaan peraturan disiplin PNS ?
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Jawaban : Struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan
peraturan disiplin, karena pelaksanaan peraturan disiplin tersebut harus

melalui struktur birokrasi yang benar

. Apakah struktur birokrasi berpengaruh terhadap rentang kendali dan

penerapan sanksi disiplin ?

Jawaban : Ya, struktur birokrasi yang ada sangat berpengaruh terhadap
renfang kendali dan penerapan sanksi disiplin, pengaruhnya sangat positif
dan menjadikan usaha untuk mengimplementasikan PP 53 jadi

terkoordinir melalui prosedur dan jenjang yang jelas.

Tanjung Redeb, 21 Januari 2017

Responden,

Tn. TH
NIP. xxxXx XXXXXXXX X XX
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A. Identitas
Nama : Tn. MMP.
NIP T XXXX XXXXXXXX X XX
Umur : 54 thn
Alamat : JIn. Durian 2 Tanjung Redeb
Pendidikan : S1
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
B. Pertanyaan dan Jawaban
Komunikasi

1. Apakah telah dilakukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No.53
tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ?
Jawaban : Sosialisasi tentang disiplin Pegawai negeri Sipil yang
terkandung dalam PP 53 tahun 2010 telah disampaikan dalam beberapa
kesempatan, diantaranya pada apel pagi, pertemuan-pertemuan kedinasan,
maupun disampaikan secara langsung kepada para Kepala Bidang, Kepala
Seksi dan staf lainnya. Penyampaian ini sifatnya lisan dan tulisan, tulisan
pernah disampaiakan dalam bentuk CD yang di bagikan kepada tiap
Bidang untuk dapat dipelajari dan disosialisasikan agar dapat
diimélementasikan”. Memang saya rasa sosialisasi pp 53 tahun 2010 ini
masih kurang. Kurangnya sosialisasi ini menyebabkan pemahaman

aparatur yang bervariasi.
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2. Apakah sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tersebut

telah sangat jelas tanpa menimbutkan ambigu dan salah penafsiran ?
Jawaban : cukup jelas.

. Apakah dalam setiap penanganan kasus ada komunikasi antara pimpinan
dengan oknum pegawai ?

Jawaban : ya ada, Apabila terdapat pelanggaran disiplin, maka oknum yang
bersangkutan kami panggil untuk dimintai keterangan untuk menjelaskan
masalahnya

. Seperti apa sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dalam
pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin
Pegawai Negeri Sipil?

Jawaban : Sistem pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan
menggunakan absensi tandatangan pada setiap pagi. Memang saya sadari
sistem pengawasan dan pengendalian kami masih lemah.

. Apakah dalam setiap penanganan kasus dilakukan pemanggilan dan
pembinaan terhadap oknum pegawai ?

Jawaban : Pada setiap pelanggaran disiplin selalu dilakukan pemanggilan

dan pembinaan kepada yang bersangkutan.

Sumber Daya

1. Bagaimana perubahan yang terjadi terhadap oknum pegawai yang dibina ?
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Jawab : ada beberapa oknum PNS yang dibina pada Dinas Kesehatan,
beberapa diantaranya menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik,
sisanya masih diusahakan untuk tetap dibina

. Apakah sosialisasi PP 53 tahun 2010 tersebut dilakukan oleh petugas yang
kompeten ?

Jawaban : Petugas yang mensosialisasikan PP 53 tahun 2010 ini adalah
pejabat-pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Dinas Kesehatan
kabupaten berau, dan semua posisi itu telah terisi. Saya kira mereka semua
kompeten di bidangnya kalau hanya untuk tingkatan sosialisasi.

. Di mana kah tempat sosialisasi tersebut diadakan ?

Jawaban : Untuk sosialisasi yang khusus mengenai PP 53 tahun 2010,
Dinas Kesehatan belum dapat melaksanakannya dikarenakan Anggaran
khusus untuk sosialisasi PP 53 tahun 2010 ini belum dianggarkan.

. Berapa jumlah staf pada Dinas Kesehatan yang membidangi PP 53 ini ?

. Apakah mereka semuanya kompeten di bidangnya ?

Jawaban nomor 4 dan 5 : Petugas yang mensosialisasikan PP 53 tahun
2010 ini adalah pejabat-pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Dinas
Kesehatan kabupaten berau, dan semua posisi itu telah terisi. Saya kira
mereka semua kompeten di bidangnya kalau hanya untuk tingkatan
sosialisasi.

. Apakah staf yang membidangi PP 53 tahun 2010 tersebut mendapat

dukungan dari atasannya ?
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Jawaban : Kepala Dinas Kesehatan sangat mendukung implementasi PP 53
int karena itu beliau selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu disiplin
dalam bekerja.

7. Apakah ada anggaran khusus untuk implementasi PP 53 tahun 2010 ini ?
Jawaban : Untuk sosialisasi yang khusus mengenai PP 53 tahun 2010,
Dinas Kesehatan belum dapat melaksanakannya dikarenakan Anggaran
khusus untuk sosialisasi PP 53 tahun 2010 ini belum dianggarkan.

8. Apakah tersedia informasi atau data tingkat kepatuhan terhadap PP 53 ini ?
Jawaban : Sampai saat ini belum tersedia data tingkat kepatuhan terhadap
PP 53 tahun 2010 ini, mungkin kedepannya kita akan fikirkan.

9. Apakah sanksi yang diberikan telah sesuai dengan yang termuat dalam
Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil?

Jawaban : Sanksi yang diberikan kepada PNS yang melanggar disiplin
sejauh ini cukup sesuai dengan apa yang terkandung dalam PP 53 tahun

2010, tapi mohon maaf ada beberapa yang terlewatkan®,

Disposisi
1. Apakah setiap kasus pelanggaran disiplin mendapat tanggapan yang cepat

dari Kepala Dinas Kesehatan serta jajarannya ?
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Jawaban : tanggapan Kepala Dinas Kesehatan terhadap pelanggaran
disiplin PNS cukup cepat, beliau akan segera memanggil yang
bersangkutan untuk dimintai keterangan.

2. Apakah Kepala Dinas Keschatan beserta jajarannya secara tegas
menegakkan disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010 ?
Jawaban : Mohon maaf, untuk tingkat ketegasan saya kira perlu diperbaiki
dan ditinjau ulang, karena ada beberapa kasus pelanggaran disiplin yang
terlewatkan oleh kami.

3. Bagaimana tanggapan para PNS tentang berlakunya Peraturan Pemerintah
No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ini?
Jawaban : Para PNS menganggap PP 53 tahun 2010 ini sebagai perintah
untuk dilaksanakan, sebagian besar dari mereka menerima hal tersebut
sebagai kewajaran.

4. Apakah program implementasi PP 53 tahun 2010 ini dijadikan program
yang prioritas ?
Jawaban : Saya kira selama ini program implementasi PP 53 tahun 2010
belum menjadi program yang diprioritaskan secara nyata.

Struktur Birokrasi

6. Kapan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai
Negeri Sipil mulai diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau 7
Jawaban : PP 53 tzhun 2010 mulai dilaksanan pada bulan Januari tahun

2011.



43119.pdf

173

7. Apakah ada SOP pada Dinas Kesehatan yaflg mengatur pelaksanaan PP 53
tahun 2010 ?
Jawaban : SOP tentang pelaksanaan PP 53 tahun 2010 kita belum ada.

8. Apakah SOP yang ada memiliki ketetapan waktu yang optimal dalam
pelaksanaannya ?

9. Apakah struktur birokrasi yang felah ada berpengaruh terhadap
pelaksanaan peraturan disiplin PNS ?
Jawaban : Ya, struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan
PP 53.

10. Apakah struktur birokrasi berpengaruh terhadap rentang kendali dan
penerapan sanksi disiplin ?

 Jawaban : Ya, struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan

PP 53, berpengaruh pada rentaang kendali dan penerapan sanksi disiplin.
Dengan adanya struktur birokrasi implementasi PP 53 dilaksanakan secara
berjenjang.

Tanjung Redeb, 18 Januari 2017
Responden, .

Tn. MMP
NIP. xxxx XXXXXXXxX X Xx
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A. Identitas

Nama T A

NIP I XXXX XXXAXXXX X XX

Umur : 50 thn

Alamat : JIn. Mangga III Kel. Karang Ambon, Tanjung Redeb
Pendidikan 152

Jabatan : Kepala Sub-bagian Umum dan Kepegawaian

B. Pertanyaan dan Jawaban
Komunikasi

1. Apakah telah dilakukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No.53

tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ?
Jawaban : bahwa sosialisasi yang sifatnya khusus untuk membahas
masalah PP 53 tahun 2010 pernah dilakukan beberapa kali yang diikutkan
dengan beberapa pertemuan kedinasan yang dilaksanakan pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Berau, selain itu pernah jupa dibagikan bahan
tentang PP 53 Tahun 2010 ini dalam bentuk CD ke tiap-tiap bidang sebagai
bahan untuk sosialisasi.

2. Apakah sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tersebut
telah sangat jelas tanpa menimbulkan ambigu dan salah penafsiran ?
Jawaban : Mengenai kejelasan tentang sosialisasi PP 53 tahun QOIO
menurut saya memang masih banyak kekurangan.

3. Apakah dalam setiap penanganan kasus ada komunikasi antara pimpinan

dengan oknum pegawai ?
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Jawaban . Setiap ada pelanggaran kita selalu memanggil oknum yang
bersangkutan dan dijalin komunikasi secara langsung untuk dimintai
keterangan mengenai masalahnya. Pembinaan selalu dilakukan untuk
memperbaiki disiplin yang buruk.

4. Seperti apa sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dalam
pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin
Pegawai Negeri Sipil?

Jawaban : Sistem pengawasan dan pengendalian yang ada yaitu absensi di
pagi hari sebejum apel pagi, hanya itu, dan memang kami masih banyak
kekurangan.

5. Apakah dalam setiap penanganan kasus dilakukan pemanggilan dan
pembinaan terhadap oknum pegawai 7
Jawaban : Setiap ada pelanggaran kita selalu memanggil oknum yang
bersangkutan dan dijalin komunikasi secara langsung untuk dimintai
keterangan mengenai masalahnya. Pembinaan selalu dilakukan untuk

memperbaiki disiplin yang buruk.

Sumber Daya
1. Bagaimana perubahan yang terjadi terhadap oknum pegawai yang dibina ?
Jawab : Memang telah ada beberapa PNS yang dibina karena tingkat
kedisiplinannya yang masih kurang, beberapa diantaranya bisa menjadi

lebih baik, dan sisanya masih kita upayakan.
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2. Apakah sosialisasi PP 53 tahun 2010 tersebut dilakukan oleh petugas yang

kompeten ?

Jawaban : seluruh eselonisasi dari eseleon II, III, dan IV pada dinas
kesehatan ini telah terisi dengan baik dan kinerja mereka juga cukup baik
untuk mensosialisasikan PP 53 tahun 2010. Saya kira semua pejabat eselon
yang bertugas mensosialisasikan PP 53 ini cukup kompeten dibidangnya.
Implementasi yang selalu diupayakan oleh para pejabat eselon di
lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten berau cukup mendapat dukungan

dari Kepala dinas.

. Di mana kah tempat sosialisasi tersebut diadakan ?

Jawaban : Untuk sosisalisasi secara khusus kita belum pernah mengadakan,
tetapi kita pernah membagikan CD yang berisi file tentang PP 53 tahun

2010 ke tiap bidang.

. Berapa jumlah staf pada Dinas Kesehatan yang membidangi PP 53 ini ?

. Apakah mereka semuanya kompeten di bidangnya ?

Jawaban nomor 4 dan 5 : seluruh eselonisasi dari eseleon o, I, dan IV
pada dinas kesehatan ini telah terisi dengan baik dan kinerja mereka juga
cukup baik untuk mensosialisasikan PP 53 tahun 2010. Saya kira semua
pejabat eselon yang bertugas mensosialisasikan PP 53 ini cukup kompeten
dibidangnya. Implementasi yang selalu diupayakan oleh para pejabat
eselon di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten berau cukup mendapat

dukungan dari Kepala dinas.
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6. Apakah staf yang membidangi PP 53 tahun 2010 tersebut mendapat
dukungan dari atasannya ?

Jawaban : Implementasi yang selalu diupayakan oleh para pejabat eselon di
lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten berau cukup mendapat dukungan
dari Kepala dinas.

7. Apakah ada anggaran khusus untuk implementasi PP 53 tahun 2010 ini ?
Jawaban : Anggaran untuk implementasi PP 53 tahun 2010 ini belum
pernah ada di dinas kesehatan.

8. Apakah tersedia informasi atau data tingkat kepatuhan terhadap PP 53 ini ?
Jawaban : Untuk data tingkat kepatuhan PNS terhadap PP 53 tahun 2010
ini kami belum memilikinya.

9. Apakah sanksi yang diberikan telah sesuai dengan yang termuat dalam
Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil?

Jawaban : Dan sanksi yang diberikan kepada para oknum PNS yang
melanggar disiplin sudah sesuai dengan yang tertuang pada PP 53 tahun

2010 tentang disiplin PNS”.

Disposisi
1. Apakah setiap kasus pelanggaran disiplin mendapat tanggapan yang cepat

dari Kepala Dinas Kesehatan serta jajarannya ?
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Jawaban : Pemanggilan segera oleh kepala Dinas selalu dilakukan apabila
terdapat pelanggaran disiplin untuk dimintai keterangan,

2. Apakah Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya secara tegas
menegakkan disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010 ?
Jawaban : Tingkat ketegasan saya kira perlu perbaikan, karena saya butuh
dukungan yang besar untuk meningkatkan disiplin PNS di sini.

3. Bagaimana tanggapan para PNS tentang berlakunya Peraturan Pemerintah
No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ini?
Jawaban : Teman-teman PNS yang bertugas di sini pada umumnya
menerima diberlakukannya PP 53 tahun 2010 ini karena menurut mereka
memang disiplin perlu ditingkatkan untuk menunjang kinerja.

4. Apakah program implementasi PP 53 tahun 2010 ini dijadikan program
yang prioritas ?
Jawaban : Realita yang ada menggambarkan bahwa program implementasi

PP 53 tahun 2010 belum terlihat dominan dibanding program yang lainnya.

Struktur Birokrasi
1. Kapan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai
Negeﬁ Sipil mulai diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau ?
Jawaban : PP 53 mulai dilaksanakan sekitar bulan Januari tahun 2011.
2. Apakah ada SOP pada Dinas Kesehatan yang mengatur pelaksanaan PP 53

tahun 2010 ?
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Jawaban : Untuk SOP pelaksanaan PP 53 tahun 2010 kita belum punya.

3. Apakah SOP yang ada memiliki ketetapan waktu yang optimal dalam
pelaksanaannya ?

4. Apakah struktur birokrasi yang telah ada berpengaruh terhadap
pelaksanaan peraturan disiplin PNS ?
Jawaban : Struktur birokrasi sangat mempengaruhi implementasi PP 53,
pengaruh yang terjadi pada rentang kendali dan penerapan sanksi disiplin
yang dilaksanakan secara prosedural dan berjenjang.

5. Apakah struktur birokrasi berpengaruh terhadap rentang kendali dan
penerapan sanksi disiplin ?
Jawaban : Struktur birokrasi sangat mempengaruhi implementasi PP 53,
pengaruh yang terjadi pada rentang kendali dan penerapan sanksi disiplin

yang dilaksanakan secara prosedural dan berjenjang.

Tanjung Redeb, 16 Januarni 2017
Responden,

Adriansyah, SE. M.Si
NIP. 19670101 198803 1 016
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A, Identitas
Nama : Tn. ADK
NIP I XXXX XXXXXXXX X XX
Umur : 50 thn
Alamat : Sambaliung RT. ITI, Tanjung Redeb
Pendidikan ;81
Jabatan . : Kepala Bidang Pelayanan Keschatan
B. Pertanyaan dan Jawaban
Komunikasi

1. Apakah telah dilakukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No.53

tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ?
Jawaban : Saya belum pernah mengetahui adanya Sosialisasi secara khusus
PP 53 Tahun 2010 ini, kalau dalam beberapa kesempatan apel pagi ada
sosialisasi ini memang ada beberapa kali, hal itu menyangkut kedisiplinan
aparatur untuk tetap mengikuti apel pagi setiap hari.

2. Apakah sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tersebut
telah sangat jelas tanpa menimbulkan ambigu dan salah penafsiran ?
Jawaban : Masalah-masalah pelanggaran yang timbul menurut saya
salahsatunya disebabkan oleh tingkat pemahaman tentang PP 53 tahun
2010 ini tidak merata.

3. Apakah dalam setiap penanganan kasus ada komunikasi antara pimpinan

dengan oknum pegawai ?
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Jawaban : Komunikasi langsung dan intens selalu kita bina kepada oknum
PNS yang melanggar disiplin.

4. Seperti apa sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dalam
pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin
Pegawat Negeri Sipil?

Jawaban : Kalau saya lihat, sistem pengawasan dan pengendalian yang kita
gunakan adalah absensi tandatangan seperti biasa yang tentu saja masih
banyak kekurangan.

5. Apakah dalam setiap penanganan kasus dilakukan pemanggilan dan
pembinaan terhadap oknum pegawai ?

Jawaban : Saya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan selalu
memanggil staf Saya yang melanggar disiplin untuk dimintai keterangan
mengenai keadaan yang sebenarnya tentang pelanggarannya dan selalu kita

bina untuk ke arah yang lebih baik secara berjenjang

Sumber Daya
1. Bagaimana perubahan yang terjadi terhadap oknum pegawai yang dibina ?
Jawab : sebenarnya pembinaan yang dilakukan kepada PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin cukup bagus, tetapi harus dibuat
mekanisme pembinannya, mungkin semacam SOP sehingga jelas tatacara
pembinannya. Pada beberapa kasus memang berhasil, tetapi saya liat ada

yang tidak berhasil dan bias menjadi tambah parah.
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2. Apakah sosialisasi PP 53 tahun 2010 tersebut dilakukan oleh petugas yang
kompeten ?
Jawaban : Eselonisasi di Dinas Keschatan sepertinya sudah terisi semua,
dan semua teman-teman kepala bidang selalu mendengungkan masalah PP
53 ini apabila ada staf nya yang bermasalah dengan disiplin. Saya kira
semua kepala bidang sudah cukup kompeten dalam mensosialisasikan PP
53 tahun 2010 ini.

3. Dimana kah tempat sosialisasi tersebut diadakan ?
Jawaban : Sosialisasi secara khusus dalam bentuk pertemuan khusus ntuk
PP 53 tahun 2010 ini sepengetahuan saya belum pernah ada.

4. Berapa jumlah staf pada Dinas Kesehatan yang memb_idangi PP 53 ini ?

5. Apakah mereka semuanya kompeten di bidangnya ?
Jawaban nomor 4 dan 5 : Esclonisasi di Dinas Kesehatan sepertinya sudah
terisi semua, dan semua teman-teman kepala bidang selalu mendengungkan
masalah PP 53 ini apabila ada staf nya yang bermasalah dengan disiplin.
Saya kira semua kepala bidang sudah cukup kompeten dalam
mensosialisasikan PP 53 tahun 2010 ini.

6. Apakah staf yang membidangi PP 53 tahun 2010 tersebut mendapat
dukungan dari atasannya ?

Jawaban : ya, selalu mendapat dukungan.

7. Apakah ada anggaran khusus untuk implementasi PP 53 tahun 2010 ini ?
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Jawaban : Kita ketahui bersama bahwa setiap program seharusnya ada
anggaran yang mendukung, demikian juga dengan PP 53 tahun 2010 ini.

8. Apakah tersedia informasi atau data tingkat kepatuhan terhadap PP 53 ini ?
Jawaban : Data tingkat kepatuhan PNS kepada PP 53 tahun 2010 belum
pernah ada pada SKPD Kkita.

9. Apakah sanksi yang diberikan felah sesuai dengan yang termuat dalam
Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil?

Jawaban : Untuk sanksi memang perlu dikaji ulang, apakah sudah sesuai
dengan PP 53 tahun 2010 karena saya lihat tidak sesuai antara fakta dan

data.

Disposisi

1. Apakah setiap kasus pelanggaran disiplin mendapat tanggapan yang cepat
dari Kepala Dinas Kesehatan serta jajarannya ?
Jawaban : memang ada beberapa PNS yang melanggar disiplin dipanggil
oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk dimintai keterangan, tetapi masih
banyak yang lain yang harus dipanggil dan belum dipanggil karena telah
beberapa kali melanggar disiplin.

2. Apakah Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya secara tegas

menegakkan disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010 ?
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Jawaban : Saya kira tingkat ketegasan sangat perlu diperbaiki dan
ditingkatkan agar kinerja Dinas Kesehatan dapat meningkat.

3. Bagaimana tanggapan para PNS tentang berlakunya Peraturan Pemerintah
No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ini?
Jawaban : Tanggapan teman-teman PNS di sini cukup positif dengan
diberlakukannya PP 53 tahun 2010.

4. Apakah program implementasi PP 53 tahun 2010 ini dijadikan program
yang prioritas ?
Jawaban : Program implementasi PP 53 tahun 2010 harus menjadi prioritas
yang selama ini belum terjadi, karena program ini secara tidak langsung

akan meningkatkan kinerja.

Struktur Birokrasi
1. Kapan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai
Negeri Sipil mulai diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau ?

Jawaban : Pelaksanaan PP 53 ini dimulai pada awal tahun 2011.

2. Apakah ada SOP pada Dinas Kesehatan yang mengatur pelaksanaan PP 53
tahun 2010 ?
Jawaban : SOP pelaksanaan PP 53 ini belum pernah ada pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Berau.

3. Apakah SOP yang ada memiliki ketetapan waktu yang optimal dalam

pelaksanaannya ?
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4. Apakah struktur birokrasi yang telah ada berpengaruh terhadap

pelaksanaan peraturan disiplin PNS ?

Jawaban : Struktur birokrasi harus berpengaruh pada implementasi PP 53
ini, apalagi pada rentang kendali dan penerapan sanksi agar
implementasinya dilakukan secara berjenjang.

. Apakah struktur birokrasi berpengaruh terhadap rentang kendali dan
penerapan sanksi disiplin ?

Jawaban : Struktur birokrasi harus berpengaruh pada implementasi PP 53
ini, apalagi pada rentang kendali dan penerapan sanksi agar

implementasinya dilakukan secara berjenjang.

Tanjung Redeb, 18 Januari 2017
Responden,

Tn ADK
NIP. xxxXxX XXXXXEXX X XX
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A. Identitas

Nama :Tn. ES

NIP D XXXAX XXAXXXXX X XX

Umur : 49 thn

Alamat : Perum. B], Tanjung Redeb

Pendidikan : S1

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

B. Pertanyaan dan Jawaban

Komunikasi

| 1. Apakah telah dilakukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No.53
tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ?
Jawaban : setahu Saya belum pernah ada sosialisasi PP 53 tahun 2010
secara khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, memang PP 53
tahun 2010 ini sering dibicarakan pada saat apel pagi dan beberapa
pertemuan resmi kedinasan sebagai himbauan untuk terus digalakkan.

2. Apakah sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tersebut

telah sangat jelas tanpa menimbulkan ambigu dan salah penafsiran ?

Jawaban : Tingkat pemahaman tentang PP 53 tahun 2010 ini tidak sama
antara staf yang satu dengan yang lainnya.

3. Apakah dalam setiap penanganan kasus ada komunikasi antara pimpinan
dengan oknum pegawai ?

Jawaban : Secara berjenjang kita akan panggil dan berkomunikasi secara

langsung kepada oknum PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
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sehingga masalahnya jelas. Pembinaan tentu saja dilakukan secara
berjenjang pula.

4. Seperti apa sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dalam
pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 teatang disiplin
Pegawai Negeri Sipil?

Jawaban : Sistem pengawasan dan pengendalian yang ada masih
menggunakan absensi tandatangan biasa dan Saya rasa masih sangat
kurang.

5. Apakah dalam setiap penanganan kasus dilakukan pemanggilan dan
pembinaan terhadap oknum pegawai ?

Jawaban : Secara berjenjang kita akan panggil dan berkomunikasi secara
langsung kepada oknum PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
sehingga masalahnya jelas. Pembinaan tentu saja dilakukan secara

berjenjang pula.

Sumber Daya
1. Bagaimana perubahan yang terjadi terhadap oknum pegawai yang dibina ?
Jawab : Memang ada beberapa PNS yang sedang dalam pembinaan saat ini,
hasilnya cukup bagus, ada diantaranya yang menjadi disiplin, tetapi ada

juga yang tidak berubah.
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. Apakah sosialisasi PP 53 tahun 2010 tersebut dilakukan oleh petugas yang

kompeten ?

Jawaban : Saya kira tugas untuk mensosialisasikan bisa dibebankan kepada
para kepala bidang dan kepala seksi selain kepala Dinas Kesehatan. Para
eselon II, IIT dan IV yang menjabat di sini sudah cukup kompeten untuk

tingkatan sosialisasi, dan semuanya sudah terisi.

. Di mana kah tempat sosialisasi tersebut diadakan ?

Jawaban : setahu Saya belum pernah ada sosialisasi PP 53 tahun 2010
secara khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, memang PP 53
tahun 2010 ini sering dibicarakan pada saat apel pagi dan beberapa

pertemuan resmi kedinasan sebagai himbauan untuk terus digalakkan.

. Berapa jumlah staf pada Dinas Kesehatan yang membidangi PP 53 ini ?

. Apakah mereka semuanya kompeten di bidangnya ?

Jawaban nomor 4 dan 5 : Saya kira tugas untuk mensosialisasikan bisa
dibebankan kepada para kepala bidang dan kepala seksi selain kepala Dinas
Kesehatan. Para eselon II, III dan IV yang menjabat di sini sudah cukup

kompeten untuk tingkatan sosialisasi, dan semuanya sudah terisi.

. Apakah staf yang membidangi PP 53 tahun 2010 tersebut mendapat

dukungan dari atasannya ?
Jawaban : ya, selalu mendapat dukungan. Perhatian dari Kepala Dinas

cukup tinggi dalam disiplin ini, karena di setiap apel agi beliau selalu

mengingatkan.
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7. Apakah ada anggaran khusus untuk implementasi PP 53 tahun 2010 ini ?

Jawaban : Anggaran khusus untuk implementasi PP 53 tahun 2010 setahu
saya belum pernah ada di DPA.

. Apakah tersedia informasi atau data tingkat kepatuhan terthadap PP 53 ini ?

Jawaban : Untuk informasi tentang data tingkat kepatuhan PNS terhadap
PP 53 tahun 2010 di Dinas Kesehatan belum pernah ada.

. Apakah sanksi yang diberikan telah sesuai dengan yang termuat dalam
Perat;.lran Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil?

Jawaban : Sanksi yang diberikan saya liat cukup sesuai dengan apa yang
terkandung dalam PP 53 tersebut, tetapi ada beberapa oknum atau kasus

yang masih terlewatkan

Disposisi

1. Apakah setiap kasus pelanggaran disiplin mendapat tanggapan yang cepat

dari Kepala Dinas Kesehatan serta jajarannya ?

Jawaban : Tanggapan Kepala Dinas Keschatan cukup cepat untuk
menangani masalah pelanggaran disiplin, pada beberapa kasus terlewatkan
untuk ditangani, mungkin karena input dari bawah perlu ditingkatkan atau

koordinasi yang perlu diintensifkan.
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2. Apakah Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya secara tegas

menegakkan disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010 ?

Jawaban : Saya lihat tingkat ketegasan masih kurang, sehingga perlu untuk
ditingkatkan.

Bagaimana tanggapan para PNS tentang berlakunya Peraturan Pemerintah
No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ini?

Jawaban : Teman-teman PNS di sini cukup menerima dengan
diberlakukannya PP 53 tahun 2010.

Apakah program implementasi PP 53 tahun 2010 ini dijadikan program
yang prioritas 7

Jawaban : Cukup realistis jika kita mengataakan program implementasi ini

belum begalan.

Struktur Birokrasi

1.

Kapan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai
Negeri Sipil mulai diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau ?
Jawaban : PP 53 ini dimulai dijalankan pada awal tahun 2011.

Apakah ada SOP pada Dinas Kesehatan yang mengatur pelaksanaan PP 53
tahun 2010 ?

Jawaban : SOP pelaksanaan PP 53 sepengetahuan Saya ini belum pernah

ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.
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. Apakah SOP yang ada memiliki ketetapan waktu yang optimal dalam
pelaksanaannya ? | |

. Apakah struktur birokrasi yang telah ada berpengaruh terhadap
pelaksanaan peraturan disiplin PNS ?

Jawaban : Struktur birokrasi sangat berpengaruh pada implementasi PP 53
ini, terutama pada rentang kendali dan penerapan sanksi, hal ini terlihat
pada implementasi yang dilakukan secara berjenjang.

. Apakah struktur birokrasi berpengaruh terhadap rentang kendali dan
penerapan sanksi disiplin ?

Jawaban : Struktur birokrasi sangat berpengaruh pada implementasi PP 53
ini, terutama pada rentang kendali dan penerapan sanksi, hal ini terlihat

pada implementasi yang dilakukan secara berjenjang.

Tanjung Redeb, 26 Januari 2017
Responden,

Tn. ES
NIP. xxxx XXXXXXXX X XX




A. Identitas

Nama :Tn. AB

NIP T XXX XXOOKXXX X XX

Umur : 56 thn

Alamat : Kec. Gunung Tabur, Tanjung Redeb
Pendidikan : 81

Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

B. Pertanyaan dan Jawaban

Komunikasi
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1. Apakah telah dilakukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No.53

tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ?

Jawaban : sosialisasi PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Belum pernah diadakan
secara khusus, kecuali sedikit disinggung pada saat apel pagi dan apel
gabungan,

. Apakah sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tersebut
telah sangat jelas tanpa menimbulkan ambigu dan salah penafsiran ?
Jawaban : Saya lihat, tidak semua staf memahami dengan benar isi dari PP
53 tahun 2010 ini, dan ini adalah sebuah masalah.

. Apakah dalam setiap penanganan kasus ada komunikasi antara pimpinan
dengan oknum pegawai ?

Jawaban : Komunikasi akan kita jalin secara langsung kepada pihak yang

melakukan pelanggaran disiplin agar jelas masalahnya, demikian juga
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dengan pembinaan kepada pihak yang melanggar disiplin kita akan terus
awasi secara intensif dan berjenjang.

4. Seperti apa sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dalam
pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin
Pegawai Negeri Sipil? .

Jawaban : Sistem pengawasan dan pengendalian saya lihat memang masih
sangat lemah dan perlu diperbaiki.

5. Apakah dalam setiap penanganan kasus dilakukan pemanggilan dan
pembinaan terhadap oknum pegawai ?

Jawaban : Komunikasi akan kita jalin secara langsung kepada pihak yang
melakukan pefanggaran disiplin agar jelas masalahnya, demikian juga
dengan pembinaan kepada pihak yang melanggar disiplin kita akan terus

awasi secara intensif dan berjenjang.

Sumber Daya
1. Bagaimana perubahan yang terjadi terhadap oknum pegawai yang dibina ?
Jawab : Beberapa PNS yang sedang dalam pembinaan saat ini, hasilnya
cukup bagus,diantaranya ada yang bisa berubah, ada yang tidak.
2. Apakah sosialisasi PP 53 tabun 2010 tersebut dilakukan oleh petugas yang
kompeten ?
Jawaban : Menurut saya sebagian tugas untuk mensosialisasikan PP 53

tahun 2010 ini bisa dibebankan kepada para kepala bidang dan kepala seksi
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selain kepala Dinas Kesehatan. Eselon II, III dan IV yang mencoba
mengimplementasikan PP 53 ini cukup cakap dalam bidangnya dan semua
jabatan telah terisi. |

. Di mana kah tempat sosialisasi tersebut diadakan ?

Jawaban : sosialisasi PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Belum pemnah diadakan
secara khusus, kecuali sedikit disinggung pada saat apel pagi dan apel
gabungan.

. Berapa jumlah staf pada Dinas Kesehatan yang membidangi PP 53 ini ?

. Apakah mereka semuanya kompeten di bidangnya ?

Jawaban nomor 4 dan 5 : Menurut saya sebagian tugas untuk
mensosialisasikan PP 53 tahun 2010 ini bisa dibebankan kepada para
kepala bidang dan kepala seksi selain kepala Dinas Kesehatan. Eselon 1,
Il dan IV yang mencoba mengimplementasikan PP 53 ini cukup cakap
dalam bidangnya dan semua jabatan telah terisi.

. Apakah staf yang membidangi PP 53 tahun 2010 tersebut mendapat
dukungan dari atasannya ?

Jawaban : Kepala dinas cukup mendukung dalam implementasi PP 53 ini.

. Apakah ada anggaran khusus untuk implementasi PP 53 tahun 2010 ini ?
Jawaban : Menurut saya aggaran khusus untuk PP 53 ini seharusnya

diadakan, tetapi sampai saat ini belum ada.
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8. Apakah tersedia informasi atau data tingkat kepatuhan terhadap PP 53 ini ?
Jawaban : Data tingkat kepatuhan terhadap PP 53 belum pernah dibuat di
Dinas Kesehatan.

9. Apakah sanksi yang diberikan telah sesuai dengan yang termuat dalam
Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil?

Jawaban : Menurut saya sanksi yang diberikan cukup sesuai dengan apa
yang ada pada PP 53 tahun 2010 pada beberapa kasus, beberapa kasus

lainnya saya kira pertu dikaji ulang.

Disposisi

1. Apakah setiap kasus pelanggaran disiplin mendapat tanggapan yang cepat

dari Kepala Dinas Kesehatan serta jajarannya ?
| Jawaban : sepengetahuan Saya Kepala Dinas Kesehatan akan menanggapi

secara cepat apabila terjadi pelanggaran disiplin. Tetapi ada juga kasus
yang terlewatkan.

2. Apakah Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya secara tegas
menegakkan disiplin sesvai dengan PP 53 tahun 2010 ?
Jawaban : Untuk tingkat ketegasan masih kurang, perlu lebih tegas dalam

menangani pelanggaran disiplin agar kinerja bisa ditingkatkan.
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3. Bagaimana tanggapan para PNS tentang berlakunya Peraturan Pemerintah
No. 53 tabun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ini?
Jawaban : PP 53 tahun 2010 adalah peraturan pemerintah, jadi mau tidak
mau dan suka tidak suka semuanya harus tunduk kepada aturannya.

4. Apakah program implementasi PP 53 tahun 2010 ini dijadikan program
yang prioritas 7
Jawaban : Memang saya lihat program implementasi PP 53 tahun 2010 ini

belum bisa dikatakan program yang diprioritaskan.

Struktur Birokrasi

1. Kapan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai
Negeri Sipil mulai diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau ?
Jawaban : PP 53 ini dimulai diimplementasikan pada Januari tahun 2011,

2. Apakah ada SOP pada Dinas Kesehatan yang mengatur pelaksanaan PP 53
tahun 2010 7 .
Jawaban : SOP pelaksanaan PP 53 Dinas Kesehatan belum memilikinya.

3. Apakah SOP yang ada memiliki ketetapan waktu yang optimal dalam
pelaksanaannya ? |

4. Apakah struktur birokrasi yang telah ada berpengaruh terhadap

pelaksanaan peraturan disiplin PNS ?
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Jawaban : Struktur birokrasi sangat berpengaruh pada implementasi PP 53
ini, pengaruhnya dapat terlihat pada rentang kendali dan penerapan sanksi,

memang implementasi PP 53 ini harus dilakukan berjenjang.

. Apakah struktur birokrasi berpengaruh terhadap remtang kendali dan

penerapan sanksi disiplin ?
Jawaban : Struktur birokrasi sangat berpengaruh pada implementasi PP 53
ini, pengaruhnya dapat terlihat pada rentang kendali dan penerapan sanksi,

memang implementasi PP 53 ini harus dilakukan berjenjang.

Tanjung Redeb, 21 Januar 2017
Responden,

Tn. AB
NIP. XxXx 3000008XX X XX
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A. Identitas

Nama :To. GS

NIP » XODKX XXAXAXXX X XX

Umur : 50 thn

Alamat : Perum. B], Tanjung Redeb

Pendidikan : D3

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan

B. Pertanyaan dan Jawaban
Komunikasi

1. Apakah telah dilakukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No.53
tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ?
Jawaban : saya belum pernah tahu adanya sosialisasi PP 53 tahun 2010 ini
secara khusus, yang saya tahu penyampaiannya hanya dilakukan pada saat
apel pagi dan beberapa pertemuan resmi kedinasan di lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Berau dan secara informal pada saat koordinasi rutin.

2. Apakah sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tersebut
telah sangat jelas tanpa menimbulkan ambigu dan salah penafsiran 7
Jawaban : Memang pemahaman tentang isi PP 53 tahun 2010 ini saya lihat
tidak semuanya memahami dengan benar.

3. Apakah dalam setiap penanganan kasus ada komunikasi antara pimpinan

dengan oknum pegawai ?
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Jawaban : Pelanggaran disiplin yang dilakukan staf saya akan langsung
saya panggil dan dimintai keterangan berkaitan dengan masalahnya.
Komunikasi ini saya jalin secara langsung kepada yang bersangkutan.

4. Seperti apa sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dalam
pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin
Pegawai Negeri Sipil?

Jawaban : Pengawasan dan pengendalian disiplin pada Dinas Keschatan ini
saya kira perlu perbaikan dar sistem konvensional menggunakan
tandatangan manual ke sistem modern menggunakan sidik jari.

5. Apakah dalam setiap penanganan kasus dilakukan pemanggilan dan
pembinaan terhadap oknum pegawai 7
Jawaban ; Ya, setiap ada pelanggaran disiplin slalu dilakukan pemanggilan

dan pembinaan kepada oknum PNS terkait.

Sumber Daya
1. Bagaimana perubahan yang terjadi terhadap oknum pegawai yang dibina ?
Jawab : Memang saya lihat ada beberapa PNS yang dibina untuk menjadi
lebih baik, ada yang berhasil dibina ada yang tidak. tetapi tanpa
keteladanan PNS yang dibina akan gagal dalam pembinaan.
2. Apakah sosialisasi PP 53 tahun 2010 tersebut dilakukan oleh petugas yang

kompeten ?
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Jawaban : Eselon II, III, dan IV pada Dinas Kesehatan ini telah terisi
selurubnya, jadi menurut saya tidak ada alasan untuk belum
mengimplementasikan PP 53 tahun 2010 ini. Setiap pejabat eselon yang
menjabat pada pada Dinas Kesehatan ini saya pikir cukup kompeten dalam

mensosialisasikan PP 53 tahun 2010 ini.

. Di mana kah tempat sosialisasi tersebut diadakan ?

Jawaban : saya belum pernah tahu adanya sosialisasi PP 53 tahun 2010 ini
secara khusus, yang saya tahu penyampaiannya hanya dilakukan pada saat
apel pagi dan beberapa pertemuan resmi kedinasan di lingkungan Dinas

Kesehatan Kabupaten Berau dan secara informal pada saat koordinasi rutin.

. Berapa jumlah staf pada Dinas Kesehatan yang membidangi PP 53 ini ?

. Apakah mereka semuanya kompeten di bidangnya ?

Jawaban nomor 4 dan 5 : Eselon II, I, dan IV pada Dinas Kesehatan ini
telah terisi seluruhnya, jadi menurut saya tidak ada alasan untuk belum
mengimplementasikan PP 53 tahun 2010 ini. Setiap pejabat eselon yang
menjabat pada pada Dinas Kesehatan ini saya pikir cukup kompeten dalam

mensosialisasikan PP 53 tahun 2010 ini.

. Apakah staf yang membidangi PP 53 tahun 2010 tersebut mendapat

dukungan dari atasannya ?
Jawaban : Saya melihat Kepala Dinas Kesehatan cukup mendukung peng-

implementasian PP 53 ini.

. Apakah ada anggaran khusus untuk implementasi PP 53 tahun 2010 ini ?
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Jawaban : Anggaran khusus PP 53 tahun 2010 memang diperlukan dalam
beberapa kasus, tetapi selama ini belum pernah ada.

8. Apakah tersedia informasi atau data tingkat kepatuhan terhadap PP 53 ini ?
Jawaban : Belum pernah ada data tingkat kepatuhan PP 53 tahun 2010 pada
Dinas Kesehatan.

9. Apakah sanksi yang diberikan telah sesuai dengan yang termuat dalam
Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil?

Jawaban : Menurut saya sanksi yang diberikan belum cukup sesuai dengan
apa yang ada pada PP 53 tahun 2010 pada beberapa kasus, sehingga petlu

dicermati kembali.

Disposisi
1. Apakah setiap kasus pelanggaran disiplin mendapat tanggapan yang cepat
dari Kepala Dinas Kesehatan serta jajarannya ?
Jawaban : Tanggapan Kepala Dinas Kesehatan memang cepat, tetapi masih
banvak kasus-kasus yang tidak mendapat tanggapan.
2. Apakah Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya secara tegas
menegakkan disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010 ?

Jawaban : Untuk masalah disiplin saya rasa masih kurang tegas dalam

menanganinya.
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3, Bagaimana tanggapan para PNS tentang berlakunya Peraturan Pemerintah
No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ini?
Jawaban : Tanggapan rekan-rekan terhadap diberlakukannya PP 53 ini
sangat baik karena dapat menunjang kinerja.

4, Apakah program implementasi PP 53 tabun 2010 ini dijadikan program
yang prioritas 7
Jawaban : Terlihat program implementasi PP 53 tahun 2010 ini bukan

program yang dominan diantara program-program lainnya.

Struktur Birokrasi

L. Kapan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai
Negeri Sipil mulai diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau ?
Jawaban ; Tahun 2011 bulan Januari PP 53 ini mulai dilaksanakan.

2. Apakah ada SOP pada Dinas Kesehatan yang mengatur pelaksanaan PP 53
tahun 2010 ?
Jawaban : SOP tentang pelaksanaan PP 53 tahun 2010 belum pernah ada
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

3. Apakah SOP yang ada memiliki ketetapan waktu yang optimal dalam
pelaksanaannya ?

4. Apakah struktur birokrasi yang telah ada berpengaruh terhadap

pelaksanaan peraturan disiplin PNS ?
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Jawaban : Struktur birokrasi sudah pasti berpengaruh pada pelaksanaan PP
53 ini, pengaruhnya dapat pada rentang kendali dan penerapan sanksi yang
dilakukan secara berjenjang.

. Apakah struktur birokrasi berpengaruh terhadap rentang kendali dan
penerapan sanksi disiplin ?

Jawaban : Struktur birokrasi sudah pasti berpengaruh pada pelaksanaan PP
53 ini, pengaruhnya dapat pada rentang kendali dan penerapan sanksi yang

dilakukan secara berjenjang.

Tanjung Redeb, 26 Januari 2017
Responden,

Tn. GS.
NIP. xxXXX XXXXXXXX X XX
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A. Identitas

Nama :Tn. HS

NIP I XXXX XXXXXXXX X XX

Umur : 40 thn )

Alamat : Singkuang, Tanjung Redeb

Pendidikan :D3

Jabatan : Staf pada Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

B. Pertanyaan dan Jawaban.
Komunikasi

1. Apakah telah dilakukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No.53

tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ?
Jawaban : sosialisasi PP 53 tahun 2010 secara khusus pernah dilakukan
pada Dinas Keschatan Kabupaten Berau satu kali sebagai acara ikutan pada
pertemuan Evaluasi program yang diadakan pada tahun 2011. Menurut
saya sosialisast yang dilakukan kurang efektif dikarenakan sosialisasi
tersebut menggunakan metode ceramah biasa tanpa adanya studi kasus dan
forum diskusi.

2. Apakah sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tersebut
telah sangat jelas tanpa menimbulkan ambigu dan _salah penafsiran ?
Jawaban : Saya mendengar beberapa teman-teman ada yang tidak faham
dan ada yang faham tentang substansi dari PP 53 tahun 2010 tentang

disiplin PNS tersebut.
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3. Apakah dalam setiap penanganan kasus ada komunikasi antara pimpinan

dengan oknum pegawai ?
Jawaban : Beberapa teman-teman yang melanggar disiplin ada yang
langsung dipanggil dan ada yang tidak dipanggil untuk dimintai
keterangan. Dan komunikasi selalu tejalin dengan oknum PNS yang
melanggar disiplin.

4, Seperti apa sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dalam
pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin
Pegawai Negeri Sipil?

Jawaban : Sistem pengawasan dan pengendalian disiplin hanya
menggunakan absensi tandatangan sebelum apel pagi.

5. Apakah dalam setiap penanganan kasus dilakukan pemanggilan dan
pembinaan terhadap oknum pegawai 7
Jawaban : Beberapa teman-teman yang melanggar disiplin ada yang
langsung dipanggil dan ada yang tidak dipanggil untuk dimintai

keterangan.

Sumber Daya
1. Bagaimana perubahan yang terjadi terhadap oknum pegawai yang dibina ?
Jawab : Pembinaan yang dilakukan kepada PNS yang bermasalah kurang
efektif dikarenakan belum ada mekanisme pembinaan yang jelas sehingga

walaupun dibina tingkat keberhasilannya masih rendah.
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. Apakah sosialisasi PP 53 tahun 2010 tersebut dilakukan oleh petugas yang
kompeten ?

Jawaban : Seluruh level eselonisasi pada Dinas Kesehatan telah terisi
sesuai dengan kompetensinya masing-masing, menurut saya kompetensi
mereka cukup untuk mengimplementasikan PP 53 tahun 2010.

. Di mana kah tempat sosialisasi tersebut diadakan ?

Jawaban : sosialisasi PP 53 tahun 2010 secara khusus pernah dilakukan
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau satu kali sebagai acara ikutan pada
pertemuan Evaluasi program yang diadakan pada tahun 2011.

. Berapa jumlah staf pada Dinas Kesehatan yang membidangi PP 53 ini ?

. Apakah mereka semuanya kompeten di bidangnya ?

Jawaban nomor 4 dan 5 : Seluruh level eselonisasi pada Dinas Kesehatan
telah terisi sesuai dengan kompetensinya masing-masing, menurut saya
kompetensi mereka cukup untuk mengimplementasikan PP 53 tahun 2010.

. Apakah staf yang membidangi PP 53 tahun 2010 tersebut mendapat
dukungan dari atasannya ?

Jawaban : Kepala Dinas Keschatan beserta jajarannya cukup mendukung
irnplementasi PP 53 ini.

. Apakah ada anggaran khusus untuk implementasi PP 53 tahun 2010 ini ?
Jawaban : Sepengetahuan saya belum pernah ada anggaran khusus untuk
PP 53 ini, dan menurut saya anggaran itu sangat diperlukan pada setiap

program, termasuk implementasi PP 53 ini.
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8. Apakah tersedia informasi atau data tingkat kepatuhan terhadap PP 53 ini ?
Jawaban : Belum pernah ada yang mencoba menghitung tingkat kepatuhan
terhadap PP 53 ini.

9. Apakah sanksi yang diberikan telah sesuai dengan yang termuat dalam
Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil?

Jawaban : Sanksi yang diberikan harus dikaji ulang agar disesuaikan

dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Disposisi

1. Apakah setiap kasus pclangga.ran disiplin mendapat tanggapan yang cepat
dari Kepala Dinas Kesehatan serta jajarannya ?
Jawaban : Kepala Dinas Kesehatan cukup cepat menanggapi kasus
pelanggaran disiplin, tergantung masukan dari Sub-bagian Umum dan
Kepegawaian.

2. Apakah Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya secara tegas

. menegakkan disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010 ?

Jawaban : Penegakan disiplin saya rasa masih kurang tegas karena ada
beberapa oknum yang masih terlewatkan,

3. Bagaimana tanggapan para PNS tentang berlakunya Peraturan Pemerintah
No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ini?

Jawaban : Tanggapan rekan-rekan terhadap PP 53 cukup baik.
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4. Apakah program implementasi PP 53 tahun 2010 ini dijadikan program

yang prioritas ?
Jawaban : Program implementasi PP 53 tahun 2010 bisa dikatakan kurang

ter-prioritaskan,

Struktur Birokrasi

1. Kapan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai

Negeri Sipil mulai diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau ?

Jawaban : PP 53 tahun 2010 ini mulai dilaksanakan pada tahun 2011.

. Apakah ada SOP pada Dinas Kesehatan yang mengatur pelaksanaan PP 53

tahun 2010 ?
Jawaban : Untuk SOP khusus pelaksanaan PP 53 tahun 2010 belum pernah

dibuat.

. Apakah SOP yang ada memiliki ketetapan wakfu yang optimal dalam

pelaksanaannya 7

. Apakah struktur birokrasi yang telah ada berpengaruh terhadap

pelaksanaan peraturan disiplin PNS ?
Jawaban : Struktur birokrasi sangat berpengarauh pada pelaksanaan PP 53
ini. Rentang kendali dan penerapan sanksi sangat dipengaruhi oleh struktur

birokrasi

. Apakah struktur birokrasi berpengaruh terhadap rentang kendali dan

penerapan sanksi disiplin ?
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Jawaban : Struktur birokrasi sangat berpengarauh pada pelaksanaan PP 53
ini. Rentang kendali dan penerapan sanksi sangat dipengaruhi oleh struktur

birokrasi.

Tanjung Redeb, 16 Januari 2017
Responden,

Tn. HS
NIP. XxxX XXXXXXXX X XXX



43119.pdf

210

A. Identitas

Nama : Tn. SR

NIP I XXXX XXXXXXXX X XXX

Umur : 49 thn

Alamat : Sambaliung, Kab. Berau

Pendidikan : Sl

Jabatan : Staf pada Bidang Sumber Daya Kesehatan

B. Pertanyaan dan Jawaban
Komunikasi

1. Apakah telah dilakukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No.53
tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ?

Jawaban : bentuk sosialisasi PP 53 tahun 2010 dilakukan secara lisan saja
melalui Apel pagi dan apel gabungan serta pada pertemuan-pertemuan
kedinasan lintas program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

2. Apakah sosialisasi Peraturan Pemerintzh Nomor 53 tahun 2010 tersebut
telah sangat jelas tanpa menimbulkan ambigu dan salah penafsiran 7
Jawaban : Memang ada pemahaman yang tidak merata tentang PP 53 tahun
2010 di kalangan teman-teman staf.

3. Apakah dalam setiap nenanganan kasus ada komunikasi antara pimpinan

dengan oknum pegawat 7
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Jawaban : Komunikasi selalu dijalin antara unsur pimpinan dengan oknum
PNS yang melanggar disiplin.

Seperti apa sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dalam
pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin
Pegawai Negeri Sipil?

Jawaban : Sistem pengawasan dan pengendalian displin PNS harus
diperbaiki karena hanya menggunakan tandatangan pada waktu sebelum
apel pagi.

Apakah dalam setiap penanganan kasus dilakukan pemanggilan dan
pembinaan terhadap oknum pegawai ?

Jawaban : Banyak terjadi pelanggaran disiplin, tetapi ada beberapa yang

dipanggil untuk dimintai keterangan sarpai dengan surat peringatan.

Sumber Daya

1.

2.

Bagaimana perubahan yang terjadi terhadap oknum pegawai yang dibina ?
Jawab : Mekanisme pembinaan PNS yang bermasalah perlu diperbaiki
karena sepengetahuan saya pembinaan tersebut kurang berhasil.

Apakah sosialisasi PP 53 tahun 2010 tersebut dilakukan oleh pefugas yang
kompeten ?

Jawaban : Seluruh posisi pejabat eselon pada Dinas kesehatan tidak ada

yang kosong. Keadaan ini sangat membantu implémentasi PP 53 karena
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pejabat-pejabat tersebut cukup kompeten dalam mengimplementasikan PP
53 tahun 2010.

. Di mana kah tempat sosialisasi tersebut diadakan ?

Jawaban : bentuk sosialisasi PP 53 tahun 2010 dilakukan secara lisan saja
melalui Apel pagi dan apel gabungan serta pada pertemuan-pertemuan
kedinasan lintas program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

. Berapa jumlah staf pada Dinas Kesehatan yang membidangi PP 53 ini ?

. Apakah mereka semuanya kompeten di bidangnya ?

Jawaban nomor 4 dan 5 : Seluruh posisi pejabat eselon pada Dinas
kesehatan tidak ada yang kosong. Keadaan ini sangat membantu
implementasi PP 53 karena pejabat-pejabat tersebut cukup kompeten dalam
mengimplementasikan PP 53 tahun 2010.

. Apakah staf yang membidangi PP 53 tahun 2010 tersebut mendapat
dukungan dari atasannya ?

Jawaban : Sudah pastt Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya
mendukung implementasi PP 53 tahun 2010 ini, masalahnya adalah
seberapa besar tingkat iplementasinya.

. Apakah ada anggaran khusus untuk implementasi PP 53 tahun 2010 ini ?
Jawaban : Anggaran sangat diperlukan dalam implementasi ini, tetapi
belum pernah dianggarkan sebelumnya.

. Apakah tersedia informasi atau data tingkat kepatuhan terhadap PP 53 ini ?
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Jawaban : Tingkat kepatuhan terhadap PP 53 ini belum pernah dibitung
sampai saat ini.

9. Apakah sanksi yang diberikan telah sesuai dengan yang termuat dalam
Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil?

Jawaban : Saya kira perlu ketegasan dalam menjatuhkan sanksi yang

disesuaikan dengan PP 53 yang selama ini kurang sesuai.

Disposisi
1. Apakah setiap kasus pelanggaran disiplin mendapat tanggapan yang cepat
| dari Kepala Dinas Kesehatan serta jajarannya ?
Jawaban : Pelanggaran disiplin akan cepat ditanggapi oleh Kepala Dinas
Kesehatan jika dari level bawah segera menindaklanjuti hal tersebut.
2. Apakah Kepala Dipas Kesehatan beserta jajarannya secara tegas
menegakkan disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010 ?
| Jawaban : Ketegasan masih perlu ditingkatkan oleh Kepala Dinas
Kesehatan karena ada kasus-kasus yang belum mendapat tindakan.
3. Bagaimana tanggapan para PNS tentang berlakunya Peraturan Pemerintah
No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ini?
Jawaban : Tanggapan rekan-rekan terhadap PP 53 cukup bagus.
Di lapangan, program implementasi PP 53 tahun 2010 terlihat belum begitu

prioritas.
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4, Apakah program implementasi PP 53 tahun 2010 ini dijadikan program
yang prioritas ?
Jawaban : Di lapangan, program implementasi PP 53 tahun 2010 terlihat

belum begitu prioritas.

Struktur Birokrasi

1. Kapan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 teﬂtang disiplin Pegawai
Negeri Sipil mulai diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau ?
Jawaban : Pelaksanaan PP 53 tahun 2010 ini dilakukan mulai Januari tahun
2011 .

2. Apakah ada SOP pada Dinas Kesehatan yang mengatur pelaksanaan PP 53
tahun 2010 ?
Jawaban : Pada Dinas Kesehatan belum pernah ada SOP khusus PP 53
tahun 2010.

3. Apakah SOP yang ada memiliki ketetapan waktu yang optimal dalam
pelaksanaannya ?

4. Apakah struktur birokrasi yang telah ada berpengaruh terhadap
pelaksanaan peraturan disiplin PNS ?

Jawaban : Pelaksanaan PP 53 ini dipengaruhi oleh struktur birokrasi.

S. Apakah struktur birokrasi berpengaruh terhadap rentang kendali dan

penerapan sanksi disiplin ?
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Jawaban : Rentang kendali dan penerapan sanksi juga dipengaruhi oleh
struktur birokrasi

Tanjung Redeb, 20 Januari 2017
Responden,

Tn. SR
NIP. xxXxx XXXXXXXX X XXX
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A. Identitas
. Nama :Tn. I
NIP I XAXX XXXXXXXX X XXX
Umur : 55 thn
Alamat .- JIn. P. Semama, Tanjung Redeb
Pendidikan : SMU
Jabatan : Staf pada Bidang Kesehatan Masyarakat

B. Pertanyaan dan Jawaban
Komunikasi

1. Apakah telah dilakukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No.53

tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ?
Jawaban : saya belum pernah mengetahui adanya sosialisasi PP 53 tahun
2010 ini secara khusus, penyampaian tentang substansi PP 53 tahun 2010
ini secara umum sering disampaikan pada apel pagi dan apel gabungan
serta pertemuan-pertemuan lintas program.

2. Apakah sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tersebut
telah sangat jelas tanpa menimbulkan ambigu dan salah penafsiran ?
Jawaban : Hendaknya sosialisasi dilakukan lebih efisien sehingga
pemahaman aparatur lebih merata.

3. Apakah dalam setiap penanganan kasus ada komunikasi antara pimpinan

dengan oknum pegawai ?

Jawaban : Komunikasi selalu dijalin tanpa terkecuali, Apabila terdapat

pelanggaran disiplin oleh teman-teman staf di sini, maka, beberapa dari
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mereka akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan pembinaan. Dan ada
yang sampai diberikan surat peringatan.

4. Seperti apa sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dalam
pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tenfang disiplin
Pegawai Negeri Sipil?

Jawaban : Pengawasan dan pengendalian kedisiplinan hanya dengan
menggunakan absensi tandatangan seperti biasa, tetapi hal ini menurut saya
sudah cukup apabila di-efektifkan yang sementara ini belum terjadi.

5. Apakah dalam setiap penanganan kasus dilakukan pemanggilan dan
pembinaan terhadap oknum pegawai ?

Jawaban : Apabila terdapat pelanggaran disiplin oleh teman-teman staf di
sini, maka, beberapa dari mereka akan dipanggil untuk dimintai keterangan

dan pembinaan. Dan ada yang sampai diberikan surat peringatan.

Sumber Daya
1. Bagaimana perubahan yang terjadi terhadap oknum pegawai yang dibina ?
Jawab : Mekanisme pembinaan perlu diperbaiki agar output nya dapat
maksimal. Selama ini kurang maksimal karena mekanismenya kurang baik.
2. Apakah sosialisasi PP 53 tahun 2010 tersebut dilakukan oleh petugas yang
korpeten ?
Jawaban : Jabatan esclon sudah terisi semua schingga kita akan mudah

dalam mengimplementasikan PP 53 ini secar berjenjang. Setiap jabatan
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akan  cukup  kompeten  mensosialisasikan  dan  kemudian
mengimplementasikan PP 53 ini.

3. Di mana kah tempat sosialisasi tersebut diadakan ?
JawabaI;l : saya belum pernah mengetahui adanya sosialisasi PP 53 tahun
2010 ini secara khusus, penyampaian tentang substansi PP 53 tahun 2010
ini secara umum sering disampaikan pada apel pagi dan apel gabungan
serta pertemuan-pertemuan lintas program.

4. Berapa jumlah staf pada Dinas Kesehatan yang membidangi PP 53 ini 7

3. Apakah mereka semuanya kompeten di bidangnya ?
Jawaban nomor 4 dan 5 : Jabatan eselon sudah terisi semua sehingga kita
akan mudah dalam mengimplementasikan PP 53 ini secar berjenjang.
Setiap jabatan akan cukup kompeten mensosialisasikan dan kemudian
mengimplementasikan PP 53 ini.

6. Apakah staf yang membidangi PP 53 tahun 2010 tersebut mendapat
dukungan dari atasannya ?
Jawaban : Kepala Dinas Kesehatan akan selalu mendukung implementasi
PP 53 ini.

7. Apakah ada anggaran khusus untuk implementasi PP 53 tahun 2010 ini ?
Jawaban : Memang perlu anggaran dalam implementasi PP 53 ini agar
program implementasi yang dilakukan dapat maksimal.

8. Apakah tersedia informasi atau data tingkat kepatuhan terhadap PP 53 ini ?
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Jawaban : Angka yang menunjukkan tingkat kepatuhan PP 53 tahun 2010
ini sangat perlu agar tingkat implementasi dapat termonitor selalu, tetapi

sampai saat ini belum pernah ada.

. Apakah sanksi yang diberikan telah sesuai dengan yang termuat dalam

Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil?

Jawaban :

Sanksi yang dijatuhkan selama ini sudah sesuai dengan PP 53 tahun 2010,
tetapi perlu perbaikan dalam penangaran oknum PNS yang bermasalah

yang selama ini kurang menjadi prioritas.

Disposisi

1. Apakah setiap kasus pelanggaran disiplin mendapat tanggapan yang cepat

dari Kepala Dinas Kesehatan serta jajarannya ¢
Jawaban : Tanggapan dari Kepala Dinas Kesehatan akan cepat apabila dari

tingkatan kepala seksi memberikan tindak Ianjut ke atas.

. Apakah Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya secara tegas

menegakkan disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010 ?
Jawaban : Menurut Saya, Kepala Dinas Kesehatan perlu lebih tegas dalam
menangani kasus pelanggaran disiplin, karena selama ini banyak kasus

pelanggaran yang terlewatkan.
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Bagaimana tanggapan para PNS tentang berlakunya Peraturan Pemerintah

Jawaban : Rekan-rekan menanggapi PP 53 tahun 2010 ini cukup baik.
Apakah program implementasi PP 53 tahun 2010 ini dijadikan program
yang prioritas ?

Jawaban : Menurut saya program implementasi PP 53 tahun 2010 belum
masuk ke dalam skala program prioritas pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Berau.

Struktur Birokrasi

L

Kapan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai
Negeri Sipil mulai diterapkan di Dinas Keschatan Kabupaten Berau ?
Jawaban : PP 53 mulai dilaksanakan pada Januari tahun 2011.

Apakah ada SOP pada Dinas Keschatan yang mengatur pelaksanaan PP 53
tahun 2010 ?

Jawaban : Belum pernah ada SOP yang dibuat khusus tentang pelaksanaan
PP 53 ini.

Apakah SOP yang ada memiliki ketetapan waktu yang optimal dalam
pelaksanaannya ?

Apakah struktur birokrasi yang telah ada berpengaruh terhadap

pelaksanaan peraturan disiplin PNS ?




43119.pdf

221

Jawaban : Struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan

peraturan disiplin PP 53 ini.

. Apakah struktur birokrasi berpengaruh terhadap rentang kendali dan

penerapan sanksi disiplin ?
Jawaban : struktur birokrasi berpengaruh pada rentang kendali dan

penerapan sanksi pelanggaran disiplin.

Tanjung Redeb, 27 Januari 2017
Responden,

Tn. I
NIP. xxxxX XXXXAXXX X XXX
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A. Identitas

Nama :Ny. S

NIP T XXXX XXXXXXXX X XXX

Umur : 42 thn

Alamat : Karang Mulyo, Tanjung Redeb

Pendidikan : 81

Jabatan : Staf pada Sub-bagian Penyusunan Program

B. Pertanyaan dan Jawaban

Komunikasi

L.

Apakah telah dilakukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No.53
tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ?

Jawaban : sepengetahuan Saya sosialisasi PP 53 tahun 2010 secara khusus
belum pernah ada selama ini, yang Saya tahu beberapa kali melalui apel
pagi hal tentang disiplin yang termaktub dalam PP 53 tahun 2010 tersebut
disampaikan unfuk dapat dilaksanakan.

Apakah sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tersebut
telah sangat jelas tanpa menimbulkan ambigu dan salah penafsiran ?
Jawaban : Ada fenomena ketidakfahaman tentang PP 53 tahun 2010 ini
pada beberapa PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

Apakah dalam setiap penanganan kasus ada komunikasi antara pimpinan
dengan oknum pegawai ?

Jawaban : Komunikasi selalu diintensifkan kepada teman-teman PNS yang

melanggar disiplin.
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4. Seperti apa sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dalam
pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin
Pegawai Negeri Sipil?

Jawaban : Pengawasan dan pengendalian disiplin PNS saya kira masih
sangat kurang, salah satunya adalah absensi dengan menggunakan
tandatangan pada saat sebelum apel pagi.

5. Apakah dalam setiap penanganan kasus dilakukan pemanggilan dan
pembinaan terhadap oknum pegawai ?

Jawaban : Banyak terjadi pelanggaran disiplin dan ada beberapa yang
dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan pelanggaran disiplin

tersebut sampai dengan surat teguran hingga pembinaan.

Sumber Daya

1. Bagaimana perubahan yang terjadi terhadap oknum pegawai yang dibina ?
Jawab : Mekanisme pembinaan perlu diperbaiki agar output nya dapat
maksimal. Selama ini kurang maksimal karena mekanismenya kurang baik.

2. Apakah sosialisasi PP 53 tahun 2010 tersebut dilakukan oleh petugas yang
kompeten ?
Jawaban : Sosialisasi dan implementasi PP 53 ini adalah tanggung jawab
setiap pejabat esefon yang ada pada Dinas Kesehatan, dan mereka cukup
kompeten di bidangnya. Seluruh posisi eselon pada Dinas Kesehatan telah

terisi, sehingga akan memudahkan sosialisast dan implementasi. .
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Jabatan eselon sudah terisi semua sehingga kita akan mudah dalam
mengimplementasikan PP 53 ini secar berjenjang. Setiap jabatan akan
cukup kompeten mensosialisasikan dan kemudian mengimplementasikan
PP 53 ini.

. Di mana kah tempat sosialisasi tersebut diadakan ?

Jawaban : sepengetahuan Saya sosialisasi PP 53 tahun 2010 secara khusus
belum pernah ada selama ini, yang Saya tahu beberapa kali melalui apel
pagi tentang disiplin yang termaktub dalam PP 53 tahun 2010 tersebut
disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

. Berapa jumlah staf pada Dinas Kesehatan yang membidangi PP 53 ini ?

. Apakah mereka semuanya kompeten di bidangnya ?

Jawaban nomor 4 dan 5 : Jabatan eselon sudah terisi semua sehingga kita
akan mudah dalam mengimplementasikan PP 53 ini secar berjenjang.
Setiap jabatan akan cukup kompeten mensosialisasikan dan kemudian
mengimplementasikan PP 53 ini.

. Apakah staf yang membidangi PP 53 tahun 2010 tersebut mendapat
dukungan dari atasannya ?

Jawaban :

Kepala Dinas Kesehatan akan selalu mendukung implementasi PP 53 ini.

. Apakah ada anggaran khusus untuk implementasi PP 53 tahun 2010 ini ?
Jawaban : Diperlukan anggaran dalam implementasi PP 53 ini agar lebih

maksimal implementasinya.
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8. Apakah tersedia informasi atau data tingkat kepatuhan terhadap PP 53 ini ?
Jawaban : Tingkat kepatuhan dalam wujud data pada implementasi PP 53
ini belum pernah ada pada Dinas Kesehatan.

9. Apakah sanksi yang diberikan telah sesuai dengan yang termuat dalam
Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil?

Jawaban : Sepertinya sanksi yang diberikan kepada oknum PNS yang
melanggar disiplin harus dikaji betul-betul sehingga akan sesuai dengan
tingkat disiplin yang dilanggar oleh yang bersangkutan. Selama ini terlihat

terlalu longgar dalam memberikan sanksi.

Disposisi
1. Apakah setiap kasus pelanggaran disiplin mendapat tanggapan yang cepat

dari Kepala Dinas Kesehatan serta jajarannya ?
Jawaban : Kepala Dinas Kesehatan akan cepat tanggapannya terhadap
kasus pelanggaran disiplfn apabila tindak lanjut dari bawah juga cepat.

} 2. Apakah Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya secara tegas
menegakkan disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010 ?
Jawaban : Ketegasan perlu ditingkatkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
karena kasus pelanggaran disiplin masih banyak yang terlewatkan.

3. Bagaimana tanggapan para PNS tentang berlakunya Peraturan Pemerintah

No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil 1m?
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Jawaban : Tanggapan rekan-rekan terhadap pp 53 ini cukup bagus.

Apakah program implementasi PP 53 tahun 2010 ini dijadikan program
yang prioritas ?

Jawaban : Program implementasi PP 53 tahun 2010 hakikatnya belum

menjadi program yang diprioritaskan.

Struktur Birokrasi

L.

Kapan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai
Negeri Sipil mulai diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau 7
Jawaban : Mulai Januari tahun 2011 PP 53 mulai dilaksanakan.

Apakah ada SOP pada Dinas Kesehatan yang mengatur pelaksanaan PP 53
tahun 2010 ?

Jawaban ; SOP untuk pelaksanaan PP 53 tahun 2010 belum pernah dibuat
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

Apakah SOP yang ada memiliki ketetapan waktu yang optimal dalam
pelaksanaannya 7

Apakah struktur birokrasi yang telah ada berpengaruh terhadap
pelaksanaan peraturan disiplin PNS ?

Jawaban : Struktur birokrasi mempunyai pengaruh pada pelaksanaan
peraturan disiplin yang diberlakukan.

Apakah struktur birokrasi berpengaruh terhadap rentang kendali dan

penerapan sanksi disiplin ?
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Jawaban : Struktur birokrasi juga mempunyai pengaruh terhadap rentang

kendali dan penerapan sanksi pelanggaran disipiin.

Tanjung Redeb, 30 Januari 2017
Responden,

Tn. S
NIP. XXXX XXXXXXXX X XXX
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A, Identitas
Nama : Tn. DAC
NIP I XXXX XXXKXXAX X XXX
Umur 33 thn
Alamat : JIn. Dermaga, Tanjung Redeb
Pendidikan : D3
Jabatan : Staf pada Bidang Sumber Daya Kesehatan
B. Pertanyaan dan Jawaban
Komunikasi

1. Apakah telah dilekukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No.53

tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ?

Jawaban : Sosialisasi PP 53 tahun 2010 secara khusus belum pem_ah
dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau fetapi penyampaian
secara lisan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pada setiap apel pagi dan
apel gabungan hampir selalu dilakukan. Beberapa pertemuan lintas
program pada acara akhir disclipkan materi tentang PP 53 tahun 2010
tersebut untuk dipresentasikan.

Apakah sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tersebut
telah sangat jelas tanpa menimbulkan ambigu dan salah penafsiran ?
Jawaban : Saya sendiri belum tahu pasti substansi PP 53 tahun 2010

tersebut dan saya kira perlu sosialisasi ulang secara menyeluruh.

3. Apakah dalam setiap penanganan kasus ada komunikasi antara pimpinan

dengan oknum pegawai ?
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Jawaban : Komunikasi selalu ada antara pimpinan dengan oknum yang
melanggar disiplin.

4. Seperti apa sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dalam
pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin
Pegawai Negeri Sipil?

Jawaban : Bentuk pengawasan dan pengendalian disiplin saya kira masih
perlu diperbaiki, terutama tentang absensi yang menggunakan tandatangan
yang sangat mudah dipalsukan.

5. Apakah dalam setiap penanganan kasus dilakukan pemanggilan dan
pembinaan terhadap oknum pegawai ?

Jawaban : Banyak pelanggaran disiplin yang dilakukan tetapi ada beberapa
yang dipanggil untuk dimintai keterangan sampai dengan surat teguran dan

pembinaan.

Sumber Daya
1. Bagaimana perubahan yang terjadi terhadap oknum pegawai yang dibina ?
Jawab : Pembinaan pada oknum PNS yang melanggar disiplin harus
diintensifkan dan diawasi, kalau perlu ada petugas khusus yang
mengawasinya.
2. Apakah sosialisasi PP 53 tahun 2010 tersebut dilakukan oleh petugas yang

kompeten ?
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Jawaban : Para pejabat eselon yang menjabat barus bisa dan harus
kompeten untuk sosialisasi dan implementasi PP 53 tahun 20 10, untuk saat
ini mereka cukup kompeten untuk melaksanakan tugas itu dan kebetulan
posisi jabatan eselon pada setiap bagian sudah terisi semua.

. Di mana kah tempat sosialisasi tersebut diadakan ?

Jawaban : Sosialisasi PP 53 tahun 2010 secara khusus belum pernah
dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau tetapi penyampaian
secara lisan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pada setiap apel pagi dan
apel gabungan hampir selalu dilakukan. Beberapa pertemuan lintas
program pada acara akhir diselipkan materi tentang PP 53 tahun 2010
tersebut untuk dipresentasikan.

- Berapa jumlah staf pada Dinas Kesehatan yang membidangi PP 53 ini ?

. Apakah mereka semuanya kompeten di bidangnya ?

Jawaban nomor 4 dan 5 : Para pejabat eselon yang menjabat harus bisa dan
harus kompeten untuk sosialisasi dan implementasi PP 53 tahun 2010,
untuk saat ini mereka cukup kompeten untuk melaksanakan tugas itu dan
kebetulan posisi jabatan eselon pada setiap bagian sudah terisi semua.

. Apakah staf yang membidangi PP 52 tahun 2010 tersebut mendapat
dukungan dari atasannya ?

Jawaban : Menurut Saya Kepala Dinas Kesehatan pasti mendukung

implementasi ini, masalahnya adalah secara berjenjang implementasi ini
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dilaksanakan, pejabat di bawah level Kepala Dinas juga harus mendukung
implementasi tersebut yang selama ini belum maksimal.

7. Apakah ada anggaran khusus untuk implementasi PP 53 tahun 2010 inj
Jawaban : Anggaran sangat diperlukan dalam implementasi PP 53 tahun
2010.

8. Apakah tersedia informasi atau data tingkat kepatuhan terhadap PP 53 ini ?
Jawaban : Belum pernah ada data tentang tingkat kepatuhan terhadap PP 53
tahun 2010 ini.

9. Apakah sanksi yang diberikan telah sesuai dengan yang termuat dalam
Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil?

Jawaban : Sanksi yang diberikan kepada oknum PNS yang melanggar
disiplin selama ini saya lihat kurang sesuai dengan PP 53 tahun 2010,

karena menurut saya masih terlalu longgar.

Disposisi
1. Apakah setiap kasus pelanggaran disiplin mendapat tanggapan yang cepat
dari Kepala Dinas Kesechatan serta Jajarannya ?
Jawaban : Tanggapan terhadap pelanggaran disiplin oleh Kepala Dinas
Kesehatan cukup cepat jika tindaklanjut dari bawah Juga cepat.
2. Apakah Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya secara tegas

menegakkan disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010 ¢
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Jawaban : Kepala Dinas Kesehatan perlu lebih tegas dalam menangani
kasus pelanggaran disiplin.

3. Bagaimana tanggapan para PNS tentang berlakunya Peraturan Pemerintah
No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ini?
Jawaban : Tanggapan rekan-rekan terhadap pp 53 ini cukup baik.

4. Apakah program implementasi PP 53 tahun 2010 inj dijadikan program
yang prioritas ?
Jawaban : Program implementasi PP 53 tahun 2010 menurut Saya belum

menjadi prioritas pada Dinas Kesehatan.

Struktur Birokrasi

1. Kapan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai
Negeri Sipil mulai diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau ?
Jawaban : PP 53 mulai dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Berau pada awal tahun 2011,

2. Apakah ada SOP pada Dinas Kesehatan yang mengatur pelaksanaan PP 53
tahun 2010 ?
Jawaban : Belum pernah ada SOP yang mengatur tenang pelaksanaan PP
53 ini.

3. Apakah SOP yang ada memiliki ketetapan waktu yang optimal dalam

pelaksanaannya ?
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4. Apakah struktur birokrasi yang telah ada berpengaruh terhadap
pelaksanaan peraturan disiplin PNS 7
Jawaban : Struktur birokrasi sudah pasti berpengaruh pada pelaksanaan
peraturan disiplin sesvai PP 53 tahun 2010,

5. Apakah struktur birokrasi berpengaruh terhadap rentang kendali dan
penerapan sanksi disiplin ?
Jawaban : struktur birokrasi juga mempunyai pengaruh kepada rentang

kendali dan penerapan sanksi pelanggaran disiplin.

Tanjung Redeb, 17 Januari 2017
Responden,

Tn. DAC
NIP. XXXX XXXXXXXX X XXX



43119.pdf

234

A. Identitas

Nama :Ny.N

NIP I XXXX XXXXXXXX X XXX

Umur :53 thn

Alamat : JIn. Durian III, Tanjung Redeb
Pendidikan : 81

Jabatan : Sekretaris Pada UPTD Klinik bersalin
B. Pertanyaan dan Jawaban

Pertanyaan : Apakah selama ini ada kendala-kendala yang ditemukan pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Berau berkaitan dengan berkaitan dengan tugas
pokok dan fungsi [bu ?

Jawaban :  Ya, ada beberapa kendale. untuk urusan kepegawaian, sering petugas

yang memverifikasi syarat-syarat kenaikan pangkat tidak berada di
tempat dalam waktu yang cukup lama sehingga menghambat proses

selanjutnya.

Tanjung Redeb, 21 Januari 2017
Responden,

Ny. N.
NIP. xxxx XXXXXXXX X XXX
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A. Identitas

Nama :Ny. S

NIP I XXXX XXXXXXXX X XXX

Umur 142 thn

Alamat : Jln. P. Semama, Tanjung Redeb
Pendidikan : 81

Jabatan : Bendahara Pada UPTD Klinik bersalin

B. Pertanyaan dan Jawaban

Pertanyaan : ;ﬂxpakah selama ini ada kendala-kendala yang ditemukan pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Berau berkaitan dengan berkaitan dengan tugas
pokok dan fungsi Ibu ?

Jawaban : “';’a ada, sering pada saat saya ke Dinas Kesehatan petugas yang
berkepentingan tidak ada di tempat untuk memverifikasi dokumen
keuangan yang saya bawa untuk dimintakan tandatangan dan proses
selanjutnya ke Pemerintah Daerah, saya bisa menunggu berhari-hari
sampai seminggu untuk mendapatkan tandatangan dan verifikasi dan hal
ini sering terjadi setiap bulan pada saat Saya mengurus urusan yang
sama.

Tanjung Redeb, 21 Januari 2017
Responden,

Ny. SA
NIP. XxXXX XXXXXXXX X XXX
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A. Identitas

Nama :Tn. AP

NIP » XXXX XXXXXXXX X XXX

Umur : 40 thn

Alamat : JIn. Murjani I, Tanjung Redeb
Pendidikan : 81

Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Kelay

B. Pertanyaan dan Jawaban

Pertanyaan

Jawaban :

: Apakah selama ini ada kendala-kendala yang ditemukan pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Berau berkaitan dengan berkaitan dengan tugas

pokok dan fungsi Bapak ?
Masalah petugas yang sedang tidak berada di tempat itu permasalahan
yang sering terjadi, pada saat membutuhkan pencairan dana tentu saja
membutuhkan verifikasi data dan tandatangan kuasa pengguna
anggaran, petugas-petugas yang secara prosedural berperan dalam
verifikasi dokumen tersebut sering tidak ada di tempat dalam wakty
yang lama sehingga menggagu kinerja UPTD yang Saya pimpin.

Tanjung Redeb, 21 Januari 2017
Responden,

Tn. AP
NIP. XXXX XXXXXXXX X XXX
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A. Identitas

Nama : Tn. IMM

NIP - XXXX XXXXXXXX X XXX

Umur 144 thn

Alamat : Tepian Buah, Kabupaten Berau,
Pendidikan :S1

Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Tepian Buah

B. Pertanyaan dan Jawaban

Pertanyaan : Apakah selama ini ada kendala-kendala yang ditemukan pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Berau berkaitan dengan berkaitan dengan tugas
pokok dan fungsi Bapak ?

Jawaban : Biasanya bermasalah pada saat verifikasi DUPAK untuk kenaikan
pangkat, petugas yang kita carj tidak berada di tempat dalam wakty

yang cukup lama.

Tanjung Redeb, 21 Januari 2017
Responden,

Tn. IMM
NIP. xxxX XXXXXXXX X XXX
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